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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Penwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR Rl) menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR

Rl adalah aparatur Pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Pimpinan DPR Rl.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik,

maka setiap ASN harus dapat memiliki integritas yang juga baik.

Sebagaimana diketahui, bahwa Setjen DPR Rl mempunyai tugas untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di

bidang administrasi dan persidangan. Selain itu, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa ASN juga harus

menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,

dan perekat serta pemersatu bangsa. Sehingga penting bagi ASN untuk

dapat memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, sehingga dapat

menjalankan tugas dan fungsi ASN secara optimal.

Oleh karena itu, untuk membekali ASN agar dapat memiliki

kapabilitas dan integritas tersebut, maka Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) harus mengikuti pelatihan dasar (Latsar) yang didalamnya

mencakup agenda orientasi terhadap lingkungan kerja, sikap dan perilaku

bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN, hingga

melakukan agenda rancangan aktualisasi.

Rancangan Aktualisasi ini bertujuan agar nantinya sebagai ASN,

kita dapat peka terhadap isu-isu aktual yang menjadi permasalahan dalam



lingkup kerja, ataupun hal-hal yang perlu dilakukan inovasi ke depannya

sehingga dapat membantu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang

baik (good governance). Isu-isu aktual dalam rencana rancangan

aktualisasi tersebut dapat dianalisis secara sederhana dengan metode

Urgency, Seriousness, dan Growth (USG), Aktual, Problennatik,
Kekhalayakan, dan Layak (AKPL), maupun metode lainnya. Kemudian,

berdasarkan isu-isu aktual yang telah ditentukan tersebut, ASN harus

dapat memberikan pemecahan masalah guna meningkatkan mutu

manajemen ASN. Whole of Government (WoG), ataupun pelayanan

publik yang diselenggarakan oleh unit kerja, dalam hal ini Setjen DPR Rl
di Bagian atau Subbagian masing-masing ASN.

Bagian penting dalam Rancangan Aktualisasi yaitu menempatkan

nilai-nilai dasar ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu. dan Anti Korupsi (ANEKA) sebagai pedoman perilaku

dalam pelaksanaan Rancangan kegiatan Aktualisasi tersebut. Agenda
pembuatan Rancangan Aktualisasi juga diharapkan dapat membangun

dan mengembangkan kompetensi ASN dalam menunjukkan slkap

perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, mengaktualisasikan kedudukan

dan peran PNS dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRi), sertadapat menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh
lembaga.

Dalam menyusun Rancangan Aktualisasi, CPNS diharapkan dapat

menjadi seorang PNS yang profesional dengan mampu melakukan
sejumlah hal sebagai tahapan awal berikut ini:

1. Mampu mengindentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu atau

permasalahan dari lingkup kerjanya;



2. Mampu memberikan gagasan solusi atau pemecahan masalah

dalam bentuk rencana dan output kegiatan;

3. Mampu menjelaskan keterkaitan antara rancangan kegiatan yang

diusulkan dengan substansi mata pelatihan Manajemen ASN,

WoG, dan pelayanan publik;

4. Mampu mendeskripsikan dan mengaktualisasikan nilai ANEKA

dalam rencana kegiatan yang diajukan;

5. Mampu menjelaskan dan mendeskripsikan output atau hasil dari

rencana aktualisasi kegiatan yang diajukan berkaitan dengan

pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, dalam hal ini Setjen

DPR Rl.

Oieh karena itu, penulis sebagai CPNS Setjen DPR Rl di Unit Kerja

Subbagian Anaiisis IVledia, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, meliiiat

baiiwa, untuk dapat mewujudkan tata keioia pemerintahan yang baik

{goodgovernance), maka harusdidukung dan dimulai dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan sehari-harl di lingkup kerja. Penulis meiihat, sebagai

Anaiis Media yang saiah satunya bertugas untuk membuat Rekomendasi

Isu Aktual, mengidentifikasi belum adanya persepsi yang sama

terhadap penentuan dan pemilihan isu yang akan dijadikan

rekomendasi isu aktual.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan solusi atau gagasan

penyelesaian masalah agar penulisan dan pemilihan isu dalam

Rekomendasi Isu Aktual menjadi lebih terarah dan tajam, yaitu dibuatnya

pedoman pemilihan isu rekomendasi isu aktual. Gagasan penyelesaian

masalah tersebut dituangkan penulis dalam bentuk penulisan Rancangan

Aktualisasi yang berjudul "Efisiensi Kinerja Anaiis Media Melalui Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual."



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang NomorSTahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021

tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS);

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
94/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Pen/vakilan Rakyat Republik Indonesia;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Penrt/akilan Rakyat Republik
Indonesia;



H.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;

12.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi

Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi yaitu agar ASN dapat

menentukan arah dan target yang jelas yang akan dicapai dalam

Rancangan Aktualisasi yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan

kegiatan menjadi fokus, terukur, terarah, dan mudah untuk dilakukan

pemantauan.

Tujuan dari perencanaan aktualisasi tersebut dapat dilihat dan

didalami melalui konsep Specific, Measureable, Attainable, Realistic, dan

Timebound (SMART). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

pelaksanaan aktualisasi adaiah agar didapat tujuan yang jelas dan

spesifik dari implementasinya, terukur dengan baik, memiliki target yang

realistis, masuk akal dan layak, serta memiliki waktu yang cukup untuk

diselesaikan.

Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan aktualisasi, baik dalam

implementasinya maupun output yang dihasilkan, dapat memberikan

perbaikan dan meningkatkan mutu manajemen ASN, WoG, dan juga

pelayanan Publik. Pelaksanaan sebuah Rancangan Aktualisasi sebagai

sebuah kegiatan inovatif, juga bertujuan memberi nilai tambah dalam

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber-sumberdaya



yang dimiliki, berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, dan
merupakan kegiatan yang dapat terus dikembangkan secara

berkelanjutan, dalam artian bukan hanya pada masa habituasi saja, tetapi

tetap berkelanjutan untuk mengoptimalisasikan, memberikan kemudahan,

dan inovasi dalam pekerjaan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah

ASN juga dapat menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam
mengimplementasikan Rancangan Aktualisasi, sehingga nilai-nilai ASN

dapat bertumbuh dari dalam diri sendiri maupun di lingkungan kerja.

D. Manfaat

1. Bagi Diri Sendiri

a. CPNS dapat menjadikan kegiatan aktualisasi sebagai

kesempatan atau wadah untuk mengembangkan

kompetensi diri sebagai langkah awal menjadi ASN yang

berintegritas dan mampu berpikir kritis;

b. Mampu menerapkan nilai-nilai ASN dalam melakukan
pekerjaan, sehingga memiliki tanggung jawab dan

integritas terhadap tugas dan jabatan, serta memiliki
semangat nilai-nilai Pancasila;

c. Memiliki pembekalan pelatihan dasar, khususnya dalam

melakukan rancangan aktualisasi, sehingga ke depannya

dapat menjadi ASN yang profesional, berkarakter, dan

berintegritas;

d. Memudahkan dan membantu dalam mengidentifikasi isu

yang akan dijadikan rekomendasi isu aktual.

2. Bagi Setjen DPR Rl

a. Meningkatkan hasil atau output dari pekerjaan di
Subbagian ataupun Subbagian masing-masing;
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b. Dapat membantu melancarkan pelaksanaan wewenang

dan tugas DPR Rl di bidang persidangan;

c. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih

produktif, efektif, efisien, dan optimal;

d. Mempermudah kinerja Subbagian atau Bagian masing-

masing;

e. Meningkatkan sinergisitas antara Setjen DPR Rl dengan

Anggota Dewan.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A.Tugas dan Fungsi Biro Pemberitaan Parlemen

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro

Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan

pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio,
serta pengelolaan urusan penerbitan. Untuk menjalankan tugas tersebut,

maka Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai

behkut;

a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di
lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di
media cetak dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan

penerbitan:

c. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan
website;

d. Penyelenggaraan televisi dan radio;

e. Penyelenggaraan urusan penerbitan;

f. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang
Persidangan.

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tiga Bagian, yaitu Bagian Media

Cetak dan Media Sosial, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, serta Bagian

Penerbitan. Dalam hal ini, penulis sebagai CPNS Analis Konten Media Sosial,

berada di dalam Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan Subbagian
8



Analisis Media. Adapun Bagian Media Cetakdan Media Sosial mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pemberitaan di media cetak dan website, media

sosial, dan melaksanakan analisis media. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak

dan Media Sosial;

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak,

website, media sosial, dan analisis media;

3. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak dan website-,

4. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial;

5. Pelaksanaan analisis media;

6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro

Pemberitaan Parlemen.

Dalam Bagian Media Cetak dan Media Sosial, terdapat tiga Subbagian

yaitu Subbagian Media Cetak dan Website, Subbagian Media Sosial, dan

Subbagian Analisis Media. Secara umum, tugas masing-masing Subbagian

yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Media Cetak dan Website mempunyai tugas melakukan

pengelolaan pemberitaan di media cetak dan website;

2. Subbagian Media Sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan

pemberitaan di media sosial;

3. Subbagian Analisis Media mempunyai tugas melakukan analisis media

dan pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial.



B. Struktur Organisasi

1. Bagan Biro Pemberitaan Parlemen
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Gambar 11.1 Bagan Biro Pemberltaan Parlemen

2. Bagan Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Kspala Biro Pemberitaan
Parlemen

Kepala Bagian Media Cetalc
dan IMedIa Soaiai

Kasii>b8g. Media Cetak
Kasubbag. Media Soeial dan

Website
Kasubbag. AraVsis Media

1 1 1

Pelalcsana Petaksana Pelaksana

Jurr^is Jumaiis

Redakbjr Redaktur
Pengelola Data

Pengelola Media Cetak Pengelola Situs/Web
Pengadministrasi Umum

Pengelola Media Center dan
Kemitraan Meda

Pranata Fotografi

Gambar 11.2 Bagan Bagian Media Cetak dan Media Sosial
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C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Secara umum, kegiatan analisis media berfungsi untuk memberikan

informasi terkini berupa hasil analisis media kepada Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakllan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl), serta Sekretariat

Jenderal DPR Rl, sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku agar

pelaksanaan tugas Dewan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendukung hal tersebut, Subbagian Analisis Media memiliki

sejumlah tugas pokok yang tercantum dalam Analisa Jabatan tahun 2020.

Tugas pokok dari Analis Konten Media Sosial yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun konsep kebijakan atau aturan tentang pengelolaan media, balk

media cetak, media sosial dan website, maupun analisis media;

2. Mencari dan mengumpulkan berita dari media cetak, media sosial, dan

media online terkait suatu topik tertentu;

3. Menyusun analisa terhadap berita maupun isu yang beredar di media

cetak, media sosial, dan media online\

4. Menyusun laporan rekapitulasi topik berita seputar Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia disertai dengan pemberian keterangan

kategori opini (positif/negatif);

5. Menyusun konsep laporan kinerja unit kerja baik secara berkala maupun

setiap waktu diperlukan;

6. Menyimpan arsip dan dokumentasi analisis media;

7. Mengelola database output analisis media;

8. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;

9. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap

waktu diperlukan.
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BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. IDENTIFIKASI ISU

Dengan melakukan environmental scanning, penulis mencoba

mengidentifikasikan sejumlah isu yang dapat ditemukan, khususnya dalam

Subbagian Analisis IVIedia. Penentuan identifikasi isu berikut ini, akan penulis

klasifikasikan dengan melihat melaiui sudut pandang Isu kritikai. Adapun

pemahaman isu kritikai yaitu topik yang berliubungan dengan masaiah-

masaiali sumberdaya yang memeriukan pemecahan disertai dengan adanya

kesadaran publik akan isu tersebut. Berdasarkan urgensinya, isu kritikai

dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Isu saat ini {current issue) merupakan keiompok isu yang mendapatkan

perhatian dan sorotan pubiik secara luas dan memeriukan penanganan

sesegera mungkin dari pengambil keputusan;

2. Isu berkembang {emerging issue) merupakan isu yang perlahan-lahan

masukdan menyebardi ruang publik, dan pubiik mulai menyadari adanya

isu tersebut:

3. Isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik,

namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah,

analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan

merebak isu dimaksud di masa depan.

Berdasarkan pengklasifikasian isu tersebut, penulis mencoba

mengidentifikasikan sejumlah isu atau permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Belum Adanya Kesamaan PersepsI Antar Analis Media Terhadap

Penentuan dan Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu

Aktual (Isu Saat \n\iCurrent issue)
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil

Negara (ASN), khususnya saya di sini sebagai Analis Konten Media

Sosial, adalah melakukan tugas dan kewajiban saya, salah satunya

adalah untuk membuat rekomendasi isu aktual.

Rekomendasi isu aktual merupakan rekomendasi yang dibuat

berdasarkan tugas dan fungsi dewan, seperti pengawasan terhadap

Pemerintah. fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga hubungan

diplomasi. Rekomendasi isu aktual ditentukan dari isu aktual nasional dan
strategis yang diperoleh dari berbagai media cetak, online, dan juga

siaran. Analis mengidentifikasi isu yang sedang berkembang ataupun isu-

isu strategis yang diangkat dan perlu diberikan komentar oleh Pimpinan

dan Anggota Dewan, khususnya isu-isu yang sedang banyak diberitakan

di media massa.

Rekomendasi yang diberikan menyangkut stakeholders terkait

ataupun pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan isu yang

diangkat. Setiap hahnya analis mengangkat sekitar 3-4 isu untuk dijadikan

rekomendasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan.

Namun, dalam membuat rekomendasi isu aktual yang harus

didahului dengan penentuan isu yang akan diangkat, setiap Analis Media

masih belum memiliki persepsi yang sama atau seragam terhadap

penentuan isu yang akan diangkat menjadi rekomendasi isu aktual.
Padahal, sejatinya penentuan isu merupakan langkah awal dari

penyusunan sebuah rekomendasi yang dapat mendukung kinerja dewan.

Oleh karena itu, setiap analis media diharapkan dapat memiliki persepsi

dan pemahaman yang sama dalam menentukan isu yang akan diangkat

menjadi rekomendasi.

Apabila setiap analis media masih belum memiliki kesamaan

persepsi mengenai isu yang akan diangkat untuk dijadikan rekomendasi,
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maka akan menyebabkan terjadinya subjektifitas ataupun perbedaan

pendapat untuk isu-isu yang dapat diangkat ataupun tidak. Selain itu, di

ranah pimpinan ada kemungkinan sejumlah isu akan 6\drop atau

diturunkan, dikarenakan tidak sesuai dengan rekomendasi yang

diharapkan. Atau, jikapun rekomendasi yang tidak sesuai sampai kepada

Pimpinan dan Anggota DPR, maka ada kemungkinan rekomendasi

tersebut dipertanyakan atau tidak digunakan karena lingkup isu yang tidak

sesuai.

Informasi Pendukung:

Teman-teman sesama analis media lainnya menyarankan perlunya

kesamaan penentuan isu yang dapat diangkat dalam rekomendasi isu

aktual;

- Hanya ada petunjuk teknis secara tertulis mengenai pelaksanaan analisis

media cetak dan media online, namun belum ada pedoman atau petunjuk

pelaksanaan untuk pembuatan rekomendasi isu aktual;

Masih seringnya terjadi perbedaan-perbedaan persepsi mengenai isu-isu

yang akan diangkat dalam pembuatan rekomendasi isu aktual, yang

diketahui melalui percakapan-percakapan sehari-hari di kantor.

Penyebab:

- Belum adanya pedoman baku untuk penentuan isu dalam penyusunan

rekomendasi isu aktual;

- Belum adanya arahan secara khusus untuk melakukan upaya

menyamakan persepsi isu dalam pembuatan rekomendasi isu aktual;

- Latar belakang pendidikan Analis Media berbeda-beda;

Selama ini, penentuan isu untuk rekomendasi isu aktual berdasarkan

petunjuk dan arahan dari atasan, serta hasil diskusi di antara analis media.

14



Dampak:

- Terjadinya subjektifitas pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual;

- Dalam melakukan klasifikasi isu, memakan waktu lebih lama dikarenakan

diperlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu;

- Setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan

dibuat, masih adanya potensi sejumlah isu ataupun hasil analisis media

yang d'ldrop atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.
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Gambar III.1 Tangkapan Layar Isu D'ldrop Ketika Diperlksa Oleh Atasan
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Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- Akuntabilitas

Belum adanya kesamaan persepsi dalam menentukan isu untuk

penyusunan rekomendasi isu aktual yang merupakan tugas Analis Media,

menyebabkan nilai akuntabilitas untuk pertanggungjawaban atas tugas

yang dilakukan menjadi sebuah pertanyaan. Hal tersebut dikarenakan,

bagaimana sebuah tugas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

apabila tidak ada keseragaman pemahaman mengenai tugas yang dibuat.

Komitmen Mutu

Efektifitas dan efisiensi juga menjadi nilai yang berkaitan dari belum

adanya kesamaan persepsi dalam menentukan isu untuk penyusunan isu

rekomendasi isu aktual. Untuk dapat menciptakan budaya kinerja yang

efektif dan efisien, maka pengerjaan tugas harus didukung dengan

metode dan sumber daya yang juga optimal, terlebih lagi Sekretariat

Jenderal (Setjen) DPR sedang melakukan program Quick Wins yang

mengharuskan pengerjaan analisis media, termasuk rekomendasi isu

aktual dapat selesai cepat, yaitu maksimal pukul 10.00 WIB setiap hari

kerja.

- Manajemen ASN

Dalam manajemen ASN, seorang ASN dituntut untuk dapat mengerjakan

tugas dan kewajibannya secara cermat dan bertanggung jawab. Oleh

karena itu, pemahaman setiap analis media untuk dapat melakukan

pemilihan isu dengan tepat harus dapat dilakukan guna mengoptimalkan

tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan.

- Whole of Government

Untuk dapat memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap

pemilihan isu untuk penyusunan rekomendasi isu aktual, setiap analis
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media harus berkoordinasi dengan baik dengan sesame rekan-rekan

analis media (intemal).

Pelayanan Publik

Salah satu aspek pelayanan publik yang prima yaitu menghasilkan output

pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka

diperlukan persepsi yang sama untuk pemilihan isu dalam penyusunan

rekomendasi isu aktual. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk

dukungan terhadap program Quick Wins Setjen DPR Rl, yaitu bagaimana

asas kemanfaatan hasil analisis media, salah satunya rekomendasi isu

aktual, bagi Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro

Pemberitaan Parlemen (produk pelayanan publik).

2. Belum Seluruh Pihak Terkait, Memberikan Feedback Terhadap

Pengiriman Hasil Analisis Media Melalui SMS Gafeaway Sebagai Pola

Pelayanan Elektronik (Isu Berkembang/Emerg/ng Issue)

Saat ini, pengiriman Hasil Analisis Media, yaitu berupa Ikhtisar

Berita dan Rekomendasi Isu Aktual, dikirimkan kepada sejumlah pejabat

terkait seperti Sekretaris Jenderal DPR Rl, Deputi Bidang Persidangan

DPR Rl, Kepala Biro Persidangan I DPR Rl, Inspektur Utama DPR Rl,

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Biro Kesekretariatan

Pimpinan DPR Rl, dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi, serta kepada

selunjh Pimpinan DPR dan Anggota DPR. Pengiriman sebagian dilakukan

melalui email, grup whatsapp, dan SMS Gateaway. Namun, pengiriman

SMS Gateaway sebagai pola pelayanan elektronik harus dapat diketahui

bagaimana kecepatan dalam pemberian hasil Analisis Media dan

kemudahan Anggota Dewan untuk mengakses hasil Analisis Media,

khususnya melalui SMS Gateaway, dikarenakan pengiriman berupa link,

dan saat ini tidak semua orang concern untuk melihat SMS yang masuk.
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Hal tersebut menjadi penting karena perlunya keadilan dan kecepatan

dalam pemberian pelayanan kepada seluruh pihakterkait. Oleh karena itu,

perlunya sejumlah feedback aiau forum evaluasi agarke depannya dapat

diketahui apakah target darl penglriman hasil analis media dapat

tersampaikan tepat sasaran atau tidak.

Apabila ke depannya tidak ada feedback dari seluruh pihak yang

dikirimkan Hasil Analis Media, maka Analis Media tidak dapat mengetahui

indikator keberhasilan yang telah tercapai, mengingat dalam Program

Quick Wins yang dicanangkan oleh Setjen DPR Rl, terdapat sejumlah

manfaat pengiriman Ikhtisar Berita dan Rekomendasi Isu Aktual bagi

Pimpinan DPR, Anggota DPR. Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan

Parlemen yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Pimpinan DPR diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait

DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga Pimpinan DPR

memiliki acuan untuk menanggapi atau merespon isu-isu yang sedang

berkembang;

b. Bagi Anggota DPR diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait

DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga Anggota DPR

memiliki acuan untuk menanggapi atau merespon isu-isu yang sedang

berkembang:

0. Bagi Pimpinan Sekretariat Jenderai DPR diharapkan dapat

mengetahui pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari

rekomendasi:

d. Bagi Biro Pemberitaan Parlemen diharapkan dapat mengetahui

pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga

pemberitaan yang muncul di media internal DPR (TV dan Radio,

Humas, maupun Penerbitan) dapat berkesinambungan dan memiliki

acuan yang sama.
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Untuk dapat mengetahui apakah manfaat tersebut dapat terwujud

atau tidak, maka diperlukan feedback menyeluruh ataupun forum

evaluasi, guna mengetahui dan memperbaiki target-target yang dapat

dicapai, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan target dari

program Quick Wins Setjen DPR Rl.

Informasi Pendukung:

- Belum semua Anggota Dewan melakukan feedback dan merespon

hasil analisis media yang dikirimkan melalui SMS Gateaway,

- Link yang dikirimkan kepada Anggota dan Pimpinan DPR tersebut

hanya dibatasi berlaku selama satu bulan, hal ini berkaitan dengan

keterbukaan informasi.

inoool • Pengouna ^ Pesan • Aksi

2020-12-28

09:20:28

2020-12-28

09:20:00

2020-12-28

09:19:11

2020-12-28

09:18:36

2020-12-28

09:18:17

2020-12-28

09:17:50

suciati

sudati

sudaQ

sudab

aiciad

sudati

2020-12-28 sudati

09:17:25

2020-12-28

09:14:43

sudati

Yth. BpkKabag SekretariatKomisi I DPR RI, berilujt fink hasilAnalisis Media
28/12^020: https://doud.(^r.go.ld/tndex.php/s/W4Y9BNcFoQke6M Terima kasih

Yth. Bpk KabiroKesekretanatan Pimp. DPRRI, beriloit link ha»l Analisis Mec^a

28/12/2020 https://doud-dpr.go.l<l/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terimakasih

Yth. Bpk m Kepala BiroPP OPR RI, berlkut link hasil AnalisisMetfa 29/12/2020

https://doijd.dpr.go.id/ndex.php/s/W4Y96NcFoQke6M Terima k^h

Ytt). BapakInspektur Utania DPR RI, benkut linkhasilAnalisis Media28/12/2020:
https://doud.dpr.go.kJ/index.php/'5/W4Y9BNcFoQke6M Terima kasih

Yth. Ibu Kepala BiroPersidangan I DPRRI, berikut link hasil AnalisisMedia

28/12/2020: https://doud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terimakasih

Ytti. Ibu Deputi Sidsng Persidangan DPRRI, berlkut Nnk hasti AnafisisMedia

28/12/2020: https://doud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9BNcFoQke6M Terima kasih

Yth. Bapak Sekretaris Jendv^al DPRRl, berikut link hasil AnalisisMeda 28/12/2020:

https://d<XKl.dpr.gojd/ndex.php/s/VV4Y9BNcFoQke6M Tenma kasih

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan & Anggota DPR RI, benkut linkhasil Analisis Media
28/12/2020: https://doud.dpr.go.id/index.php/s,'W4Y9BNcFoQke6M Terima k^h

Gambar III.2 Tangkapan Layar Bukti Pengiriman SIVIS Gateaway Berupa Link dan

Bersifat Satu Arah
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Penyebab:

- Perlunya kerjasama dengan bagian lain, dalam hal ini BDTl, dalam

membuat dan mengevaluasi sistem SMS Gateaway,

- Belum memungkinkan dilakukannya whatsapp Gateaway yang

dapat menampilkan output berupa tulisan sehingga langsung dapat

dibaca, dikarenakan sistem tersebut belum diprogramkan oleh

BDTl;

- Masih belum ditemukannya cara lain yang lebih efektif agar Hasil

Analisis Media dapat tersampaikan secara adil dan cepat kepada

seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan sejumlah pejabatterkait

di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Dampak:

- Apabila belum ada feedback dari seluruh pihak yang dikirimkan

Hasil Analis Media, maka Analis Media tidak dapat mengetahui

indikator keberhasilan yang telah tercapai, mengingat dalam

Program Quick Wins yang dicanangkan oleh Setjen DPR Rl,

terdapat sejumlah manfaat dari pengiriman Ikhtisar Berita dan

Rekomendasi Isu Aktual bagi Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen

DPR, dan Biro Pemberitaan Parlemen;

- Belum dapat diketahui secara pasti apakah target dari pengiriman

Hasil Analis Media dapat tercapai secara menyeluruh atau tidak;

- Analis Media belum dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh

terhadap hasil kinerja apabila belum ada feedback atau fonjm

evaluasi dari sejumlah pihak terkait.
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Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- Akuntabilitas

Mendapatkan feedback atau masukan dari seluruh pihak terkait,

menunjukkan bahwa ada dasar yang kuat untuk dapat membuat

laporan pertanggungjawaban Analis Media, mengingat hal tersebut

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas.

Nasionalisme

Salah satu aspek penting dari nilai nasionalisme adalah

musyawarah. Dengan meminta feedback ataupun membuka forum

evaluasi, maka dapat dilakukan musyawarah ataupun pendapat

mengenai hasil pengiriman Analisis Media setiap harinya kepada

Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan

Parlemen.

Etika Publik

Dalam mendapatkan feedback atau mengadakan forum evaluasi,

harus dilakukan dengan sopan dan tutur kata maupun sikap yang

baik, sehingga proses diskusi dan feedback dapat berjalan dengan

baik dan menerapkan etika ASN yang baik.

Komitmen Mutu

Dengan mendapatkan feedback dari seluruh pihak terkait, maka ke

depannya diharapkan Analisis Media dapat memperbaiki dan

meningkatkan kinerja, baik dari metode yang digunakan maupun

seluruh SDM yang terlibatdalam penyusunan hasil analisis media.

- Whole of Government

Pemberian feedback atau fonjm evaluasi dapat tercipta apabila ada

koordinasi yang baik antar satu bagian dengan bagian lainnya.

21



Pelayanan Publik

Dengan adanya feedback dan forum evaluasi, maka didapat

masukan untuk dapat meningkatkan perfomia dan kinerja dari

Subbagian Analisis Media, sehingga dapat menghasilkan output

pelayanan yang berkualitas.

3. Belum Ada Sistem yang Dapat Merekap Hasil Analis Media (Bank

Data), Khususnya Rekomendasi Isu Aktual (Isu Potenslal)

Untuk mempermudah kinerja analisis media, pengumpulan data-

data yang telah direkap berdasarkan kategori per-isu menjadi hal yang

penting. Hal tersebut dapat mempemiudah apabila analis media ingin

mengetahui dan membaca terakhir perkembangan analisis yang

dilakukan, mengingat isu yang jugaterus berkembang. Namun, belum ada

sistem yang dapat merekap seluruh hasil analis media {Bank Data),

khususnya rekomendasi isu aktual, sehingga dapat mempermudah

pencarian isu-isu yang pernah dibuat sebelumnya. Mengingat, selama ini

pencarian isu-isu sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan

membuka dokumen terkait ataupun memanfaatkan kolom search dalam

email dan whatsapp. Oleh karena itu, adanya bank data untuk

rekomendasi isu aktual menjadi suatu hal yang penting guna

mempermudah dan mempercepat kinerja tim Analis Media.

Dengan belum adanya sistem seperti bank data untuk merekap

data analis media, khususnya rekomendasi isu aktual, analis media akan

mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk

mencari dokumen atau berkas sebelumnya secara manual. Mengingat,

catatan history di email atau whatsapp memiliki batasan kapasitas,

sehingga tetap ada kemungkinan untuk mencari data secara manual.
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Informasi Pendukung;

- Belum adanya sistem yang dimiliki oleh analis media secara khusus untuk

menyimpan data-data rekomendasi isu aktual yang telah teruji

keamanannya, kecuali cloud DPR. Namun, cloud DPR bersifat

menyimpan seluruh database analis media berbentuk dokumen;

- Terkadang, analis media membutuhkan data rekomendasi yang telah

dibuat sebelumnya untuk dapat memperdalam dan memperkaya data

pembuatan analisis dalam rekomendasi.

Penyebab:

- Bagian Media Cetak dan Media Sosial belum memiliki tim IT sendiri,

sehingga harus bekerja sama dengan bidang lain;

- Hal ini dirasa masih belum urgen, namun ke depannya dapat membantu

mempermudah kinerja analis media;

- Kurang Sumber Daya Manusia (SDM) analis media yang bertugas untuk

mengelola data untuk dimasukkan ke dalam sistem.

Dampak;

- Analis media terkadang mengalami kesulitan dalam menemukan

rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya:

- Apabila history chat whatsapp terhapus dan email dibersihkan, maka

pencarian rekomendasi terdahulu atau yang telah dibuat sebelumnya,

dilakukan secara manual dengan melihat dokumen-dokumen lama yang

cukup memakan waktu.
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Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- Akuntabilitas

Adanya data yang tercatat secara rapih dan menyeluruh, dapat

menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas diterapkan dengan baik. Apabila

sistem berupa bank data analis media ini diwujudkan, maka dapat

memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan oleh

analis media, khususnya dalam penyusunan rekomendasl isu aktual.

Manajemen ASN

Dalam melakukan tugas dan kewajiban ASN, maka keberadaan bank data

analis media ini dapat mempermudah kinerja analis media, sehingga

dapat mendukung dan mempercepat kinerja yang dilakukan. Mengingat,

ASN juga harus dapat menghadapi dan memberdayakan kemajuan

teknologi saat ini guna mempermudah kinerja.

Whoie of Government

Salah satu best practice pada materi pelatihan whole of government yaitu

adanya cara kerja baru. Adanya bank data pada analis media merupakan

salah satu perwujudan dari best practice tersebut. Dengan adanya bank

data yang terpusat di satu sistem akan memudahkan koordinasi dan

integrasi antar sesama analis media, sehingga dapat meminimalisir

adanya perbedaan-perbedaan data antara satu analis media dengan

analis media lainnya.

B. PENETAPAN ISU PRIORITAS

Untuk melakukan finalisasi isu atau menetapkan isu prioritas, maka saya

harus menentukan skala prioritas dari setiap isu yang sudah saya identifikasi

sebelumnya. Dalam menentukan finalisasi isu, maka saya menggunakan metode

Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Kriteria dari metode USG ini dimulai

dari sangat USG hingga tidak sangat USG. Berikut pemaparan definisi dari USG:
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- Urgency. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan

ditindaklanjuti;

- Seriousness: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan

akibat yang akan ditimbuikan;

- Growth: Seberapa besar kemungkinan memburuknya Isu tersebut jika

tidak ditangani segera.

Untuk mempermudah menilai skala prioritas dari masing-masing, maka terlebih

dahulu saya akan memaparkan masing-masing deskripsi kriteria pada USG,

yaitu sebagai berlkut;

Tabel III.1 Deskripsi Kriteria Urgency

Nilai Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat Mendesak Harus segera dilakukan dalam kurun waktu dekat.
4 Mendesak Harus dilakukan dalam kurun waktu dekat.

3 Cukup Mendesak Sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu dekat.
2 Kurang Mendesak Tidak harus dilakukan dalam kurun waktu dekat.

1 Tidak Mendesak Bisa ditunda hingga batas waktu tertentu.

Tabel III.2 Deskripsi Kriteria Seriousness

Nilai Indikator Deskripsi Indikator
5 Sangat Serius Sangat berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
4 Serius Berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
3 Cukup Serius Cukup berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
2 Kurang Serius Tidak terlalu berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
1 Tidak Serius Tidak memiliki dampak yang buruk apabila tidak dilakukan.

Tabel III.3 Deskripsi Kriteria Growth

Nilai Indikator Deskripsi Indikator

5 Sangat Cepat
Memburuk

Isu sangat cepat memburuk apabila tidak segera
diberikan solusi.

4 Cepat Memburuk Isu cepat memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.

3 Cukup Cepat
Memburuk

Isu bisa memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.
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2 Kurang Cepat
Memburuk

Isu tidak terlalu cepat memburuk apabila tidak segera
diberikan solusi.

1 Tidak Cepat Memburuk Isu tidak cepat memburuk apabila tidak segera diberikan
solusi.

Berikut tabel skala prioritas untuk menilai dan menentukan isu yang akan

ditetapkan sebagai core issue:

Tabei ill.4 Tabel Penentuan Isu Prioritas

No Isu Urgency Seriousness Growth
Total Skor

Nilai

1 Belum Adanya
Kesamaan Persepsi
Antar Analis Media

Terhadap Penentuan
dan Pemilihan Isu

Yang Akan Dijadikan
Rekomendasi Isu

Aktual.

5 4 3 12

2 Belum Seluruh Pihak

Terkait, Memberikan
Feedback Terhadap
Pengiriman Hasil
Analisis Media Melalui

SMS Gateaway
Sebagai Pola
Pelayanan Elektronik.

4 3 3 10

3 Belum Ada Sistem

yang Dapat Merekap
Seluruh Hasil Analis

Media (Bank Data),
Khususnya
Rekomendasi Isu
Aktual.

3 3 3 g

Catatan:Setiap kriteria diberikan skor nilai 1-5, dimana angka lima berarti sangat

Berdasarkan pemilihan isu dengan metode USG tersebut, maka untuk finalisasi

isu yang akan saya tetapkan adalain isu nomor satu, yaitu betum adanya

kesamaan persepsi antar analis media terhadap penentuan dan pemilihan

isu yang akan dijadikan rekomendasi isu aktual. Menurut saya, isu tersebut

ke depannya juga akan terkait dengan penerapan prinsip Manajemen Aparatur

Sipi! Negara (MASN) yaitu dengan melihat kewajiban analis media untuk
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menjalankan tugas secara cerTnat dan bertanggung jawab, prinsip Whole of

Government {\NoG) yaitu implementasinya nanti membutuhkan koordinasi yang

baik dengan sesama rekan-rekan analis media (internal), serta penerapan prinsip

Pelayanan Publik, karena nanti ke depannya output dari hasil analisis media

diharapkan dapat lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan produk

pelayanan berupa hasil analisis media kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota

DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai supporting system kinerja dewan.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Berdasarkan isu yang saya angkat tersebut, maka saya berencana

membuat gagasan atau solusi untuk memperbaiki dan mengatasi isu yang

saya angkat, yaitu membuat pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu

aktual guna lebih mengefisiensikan kinerja analis media, khususnya dalam

menentukan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Analisis Metode Analisis SWOT

Analisis kekuatan (Strengths), kelemahan {Weakness), peluang {Opportunities),

dan ancaman (Threats) atau Analisis SWOT adalah metode yang bertujuan untuk

menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan

yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT

bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan suatu strategi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba

menganalisis rencana atau gagasan untuk memperbaiki isu yang akan diangkat

tersebut, yaitu membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual. Untuk

itu, berikut paparan SWOT penulis untuk mengevaluasi, mengklarifikasi dan

memvalidasi rencana untuk membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu

aktual.
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Tabel III.5 Analisis SWOT

Strengths
Pedoman Pemilihan Isu Untuk

Rekomendasi Isu Aktua) dapat
mempermudah kinerja analis media
dalam menentukan dan menetapkan
isu-isu berita yang akan diangkat
dalam penulisan rekomendasi isu
aktual;
Penyusunan rekomendasi isu aktual
menjadi lebih terarah dan jelas;
Kinerja analis media menjadi lebih
efektif dan efisien;
Meminimalisir adanya rekomendasi
isu aktual yang 6\drop atau dihapus
oleh atasan.

Opportunities
- Adanya kesempatan untuk

mengasah dan mempertajam hasil
rekomendasi;

- Setjen DPR Rl dan Anggota Dewan
mendukung berkembangnya analis
media, salah satunya melalui
Program Quick Wins Setjen DPR
Rl.

Weakness

Penyusunan rekomendasi isu aktual
menjadi lebih terbatas, karena harus
menyesuaikan dengan lingkup yang
telah ditetapkan dalam pedoman;

- Analis Media harus melakukan

penyesuaian kembali dengan
pedoman yang akan dibuat.

Threats

- Adanya pedoman analisis di instansi
atau lembaga lain yang terlihat lebih
beragam atau memiliki kualifikasi
yang berbeda, jika dibandingkan
dengan pedoman pemilihan isu
untuk penyusunan rekomendasi isu
aktual;

- Adanya perubahan struktur
organisasi Anggota Dewan setiap
lima tahun sekali, mengingat kinerja
analis media sebagai supporting
system kinerja dewan yang harus
terus melakukan penyesuaian.

Melalui tabel tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai

berikut, yaitu pentingnya analis media untuk melakukan pekerjaan, khususnya

dalam penulisan rekomendasi isu aktual, secara lebih jelas dan terarah.

Walaupun ke depannya, dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk

rekomendasi isu aktual, maka seluruh analis media hams melakukan

penyesuaian kapabilitas atau kemampuan yang telah ditetapkan dalam pedoman

tersebut. Analis media juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan
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mengasah kemampuan lebih dalam, sehingga dapat mempertajam dan
meningkatkan kualitas hasil penyusunan rekomendasi isu aktual.

Selain itu, kinerja analis media inl didukung oleh Setjen DPR Rl. salah

satunya melalui program Quick Wins, dan juga oleh seluruh Anggota Dewan,

sehingga penting untuk menghasilkan output atau produk pelayanan yang

berkualitas. Namun demikian, analis media juga dituntut untuk terus melakukan

penyesuaian dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi anggota dewan

setiap lima tahun sekali, mengingat kinerja analis media sebagai supporting

system kinerja dewan.

Dampak yang akan Terjadi jika Isu Tidak Segera Diselesaikan

Jika pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual tidak segera

dibuat, maka dikhawatirkan kinerja analis media ke depannya cenderung

dilakukan berdasarkan subjektifitas analis, khususnya dalam pemilihan isu untuk

penyusunan rekomendasi isu aktual. Tanpa adanya standar baku pedoman yang

mutlak, hasil atau output dari rekomendasi isu aktual dapat berdampak pada

perbedaan pemahaman antar satu analis media dengan analis media lainnya,

yang dapat berdampak pada adanya pihak yang setuju dan tidak setuju dengan
isu yang diangkat atau dipilih dalam penyusunan rekomendasi isu aktual.

Selain itu, dalam melakukan klasifikasi isu, juga dapat memakan waktu

lebih lama dikarenakan diperlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu,

serta setelah dikoreksioleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan dibuat

menjadi rekomendasi isu aktual, masih ada potensi untuk sebuah rekomendasi

6\drop atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.

Oleh karena itu, keberadaan pedoman tersebut menjadi penting dan

prioritas, dikarenakan dapat mencegah adanya hal-hal atau poin-poin yang tidak

sesuai untuk dijadikan suatu rekomendasi maupun analisis media dikarenakan
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perbedaan pemahaman atau interpretasi antara satu analis dengan analis

lainnya.

Rekomendasi Penyeiesaian

Berikut altematif solusi yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi

potensi dampak dari isu;

1. Membuat Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual.

Pedoman tersebut nantinya akan memuat mengenai klasifikasi dan

strategi pemilihan isu yang tepat untuk diangkat menjadi sebuah

rekomendasi isu aktual;

2. Melakukan Sosialisasi, Edukasi, dan Pelatihan Untuk Memilih Isu

yang Diangkat Menjadi Rekomendasi Isu Aktual

Pemilihan isu yang dilakukan oleh analis media telah disesuaikan dengan

pedoman yang akan dibuat, sehingga ke depannya analis media dapat

memiliki pemahaman yang sama dan sesuai dengan substansi dari

pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Kedua rekomendasi tersebut diharapkan dapat mengatasi isu yang

telah diangkat oleh penulis sebagai isu prioritas, sehingga ke depannya

seluruh analis media dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap

pemilihan isu untuk penulisan rekomendasi isu aktual, serta memahami

indikator-indikator apa saja yang memenuhi syarat sebuah isu atau berita

layak dan tepat diangkat menjadi rekomendasi isu aktual.
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A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan

Isu

BAB tV

RANCANGAN AKTUALISASI

Subbagian Analisis Media.

1. Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analis Media Terhadap Penentuan dan

Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual;

2. Belum Seluruh Pihak Terkait, Memberikan Feedback TerUa6ap Pengiriman Hasil Analisis

Media Melalui SMS Gafeaway Sebagai Pola Pelayanan Elektronik;

3. Belum Ada Sistem Yang Dapat Merekap Seluruh Hasil Analis Media (Bank Data),

Khususnya Rekomendasi Isu Aktual, Sehingga Dapat Mempermudah Pencarian Isu-lsu
Yang Pernah Dibuat Sebelumnya.

: Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analis Media Terhadap Penentuan dan Pemilihan

Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual.

Pembuatan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual.
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Tabel IV.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan DasarCPNS

a.Jangka Pendek

No Kegiatan

\,1enyampaikan
Lisulan pembuatan
pedoman pemilihan
su untuk

rekomendasi isu

aktual kepada
Kepala Bagian
Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis
\,1edia, dan rekan-
ekan Analis Media.

Tahapan Kegiatan

1. Mengagendakan
pertemuan dengan
Kepala Bagian
Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis
Media rekan kerja,
dan rekan-rekan

kerja analis media;
2. Membuat surat

pertemuan atau
rapat dengan
Kepala Bagian
Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis
Media rekan kerja,
dan rekan-rekan

kerja analis media;
3. Penyampaian

usulan rancangan
aktualisasi;

4. Membuat notulensi

atau hasil rapat.

Output! Hasll

Tersosialisasikan

nya maksud dan
tujuan rancangan
aktualisasi;
Terwujudnya
persepsi yang
sama mengenal
tujuan dari
rancangan

aktualisasi yang
dibuat oleh

penulis;
Terbangunnya
komitmen

bersama untuk

dapat
mewujudkan
pembuatan
pedoman
pemilihan
untuk

rekomendasi

aktual;
Surat pertemuan
atau rapat.

isu

isu

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan
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Nilai Akuntabilitas,
yaitu aktif dalam
melaporkan gagasan
dan rencana kinerja
yang akan digagas;
Nilai Nasionalisme,
yaitu mengedepankan
musyawarah dan
diskusi dalam

mensosialisasikan

rencana kinerja;
Nilai Etika Publik, yaitu
dengan terlebih dahulu
menyampaikan
rencana pembuatan
pelaksanaan analisis
media kepada atasan
dan rekan-rekan analis

media;
Whole of Government,
yaitu mengintegrasikan
pihak-pihak yang
terlibat dalam analis

media agar
implementasi

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

Pelaksanaan

aktualisasi ini sejalan
dengan tugas Biro
Pemberitaan

Parlemen yaitu
menyelenggarakan
dukungan
pemberitaan di media
cetak dan media

sosial, pengelolaan
televisi dan radio,
serta pengelolaan
urusan penerbitan.
Dalam hal ini,
Subbagian Analisis
Media secara spesifik
mempunyai tugas
melakukan analisis

media dan

pelaksanaan tata
usaha Bagian Media
Cetak dan Media

Sosial. Selain itu,
pelaksanaan
aktualisasi juga

Penguatan Nilai

Organisasi

Religius:
Dalam setiap kegiatan
dan aktifitas yang
dilakukan, tidak
melupakan ibadah,
serta berperilaku
sesuai dengan ajaran
agama, seperti
bertanggungjawab dan
jujur dalam melakukan
setiap kegiatan.

Akuntabilitas:

Bertanggung jawab
penuh tertiadap
proses dan
keberhasilan

pelaksanaan
rancangan aktualisasi.

Profesional:

Rancangan aktualisasi
bertujuan untuk
menlngkatkan
keterampilan,



No Kegiatan

Membuat draft

pedoman pemilihan
isu untuk

rekomendasi isu

aktual.

Mengadakan forum
dengar pendapat
dan masukan

dengan Kasubbag

Tahapan Kegiatan

1. Menyusun tahapan
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu

aktual;
2. Menyusun strategi

pemilihan isu untuk
rekomendasi isu

aktual.

1.Mengagendakan
pertemuan dengan
Kasubbag dan
rekan kerja;

Output I Hasil

Draft I Panduan

Pemilihan Isu Untuk

Rekomendasi Isu

Aktual

1. Surat pertemuan
atau rapat;

2. Notulensi hasil

forum.

Keterkaitan Substansi

Mata Peiatihan
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rancangan aktualisasi
dapat berjalan
maksimal.

Nilai Akuntabilitas,
yaitu bertanggung
jawab dalam membuat
penentuan substansi
dalam pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual;
Nilai Komitmen Mutu,
yaitu menetapkan
panduan yang dapat
mengefisienkan kinerja
analis media daiam

penyusunan

rekomendasi isu aktual;
Nilai Pelayanan Publik,
yaitu telah menetapkan
salah satu standar

pelayanan, guna
menghasilkan output
rekomendasi yang
lebih berkualitas.

Nilai Nasionalisme,

yaitu dengan cara
melakukan forum
dengar pendapat dan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

selaras dengan vis)
Setjen DPR Rl yang
tercantum dalam

Rencana Strategis
Sekretariat Jenderal

DPR Rl 2020-2024

yaitu "Menjadi
Sekretariat Jenderal

yang Profesional dan
Modern dalam

mendukung Vlsi
Dewan Perwakilan

Rakyat Republik
Indonesia."

Penguatan Nilai

Organisasi

kemampuan,
kompetensi diri.

dan

Integritas:
Totalitasdan konsisten

untuk

mengimplementasikan
rancangan aktualisasi
yang tefah dibuat,
serta melakukannya
dengan
mengedepankan
prinsip etika dan
moral.



No Kegiatan

Analisis Media dan

rekan kerja Analis
Media yang lain
untuk mendapatkan
masukan dan saran

terkait pedoman.

Tahapan Kegiatan

2. Membuat surat

pertemuan atau
rapat dengan
Kasubbag dan
Rekan Kerja;

3. Berdiskusi

bersama rekan

kerja analis media;
4. Menerima

masukan, kritik,
dan saran dari

rekan-rekan analis

media terhadap
pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu

aktual;
5. Mencatat tiasil

diskusi.

I I

Output I Hasil
Keterkaitan Substanst

Mata Pelatihan

menerima masukan

dengan cara
bermusyawarah,
sehingga didapat
pedoman yang telah
disepakati bersama;

2. Nilai Komitmen Mutu,
mengingat pedoman
akan dilakukan dan

diimplementasikan
bersama rekan-rekan

analis media lainnya,
agar pelaksanaannya
efektif, maka penting
untuk mendapatkan
masukan dari sesama

analis media;
3. Nilai Anti Korupsi, yaitu

rapat dilakukan tepat
waktu dan tidak

mengganggu waktu
pekerjaan lain, serta
hasil notulensi akan

dicatat secara

elektronik guna
menghemat
penggunaan kertas

4. Whole of Government,
yaitu berkoordinasi
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No Kegiatan

Revisi Draft
Pedoman sesuai

hasil diskusi
bersama Kasubbag
jan Rekan Kerja
Analis Media, guna
memastikan

pedoman tersebut
mempermudah
<inerja analis
media.

Tahapan Kegiatan

Memeriksa ulang
substansi dan teknis

draft pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu

aktual, baik dari
penggunaan bahasa
yang mudah
dimengerti, typo atau
salah ketik, dan urutan
tahapan serta strategi,
agar pedoman mudah
dipahami dan
diimplementasikan.

Output I Hasil

Draft Final Pedoman

Pemilihan Isu Untuk

Rekomendasi Isu

Aktual

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

dengan pihak-pihak
yang terlibat daiam
analis media agar
implementasi
rancangan aktualisasi
dapat berjalan
maksimal.

Nilai Akuntabilitas, yaitu
memastikan dan

bertanggungjawab
terhadap pedoman
yang teiah dibuat;
Nilai Komitmen Mutu,
yaitu menunjukkan
bahwa pedoman yang
dibuat bertujuan untuk
mendukung dengan
mempermudah kinerja
Subbagian Analisis
Media di Biro

Pemberitaan

Sekretariat Jenderal

DPR Rl dan sebagai
salah satu upaya
meningkatkan citra
positif DPR Rl di mata
masyarakat.
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No Kegiatan

Uji coba atau
mplementasi
Dedoman.

Tahapan Kegiatan

1. Mengatur strategi
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu
aktual;

2. Melaksanakan

pembuatan
rekomendasi isu

aktual berdasarkan
pedoman.

Output I Hasil

Hasil uji
(berupa
rekomendasi

aktual).

coba

ISU

Keterkaitan Substansi

Mata Peiatihan

1. Nilai Komitmen Mutu,
untuk mengetahui
bagaimana efisiensidan
efektifitas apabila
pedoman tersebut
diterapkan;

2. Nilai Anti Korupsi, yaitu
tidak menunda-nunda
pelaksanaan
penerapan pedoman
analisis media;

3. Nilai Manajemen ASN,
yaitu melaksanakan
kebijakan yang telah
dirumuskan bersama;

4. Nilai Pelayanan Publik,
yaitu pembuatan
rekomendasi ini

bertujuan untuk
dikirimkan kepada
seluruh Pimpinan DPR,
Anggota DPR, dan
Sekretariat DPR Rl

guna mendapatkan
informasi terkait

pemberitaan maupun
isu-isu yang sedang
berkembang.
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No Kegiatan

Monitoring
Evaluasi.

dan

Tahapan Kegiatan

1. Mengagendakan
rapat evaluasi
bersama Kepala
Subbagian Anaiisis
Media dan rekan

kerja analis media;
2. Membuat surat

rapat evaluasi;
3. Mereview akhir

hasil peiaksanaan
pedoman pemilihan
isu untuk

rekomendasi isu

aktual;
4. Mencatat hal-hal

yang masih perlu
menjadi perbaikan
dan evaluasi.

Output I Hasil

1. Surat rapat
evaluasi;

2. Notulensi hasil

rapat evaluasi.

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

1. Nilai Akuntabilitas, yaitu
dengan cara
mengevaluasi kinerja
anaiisis media selama

menerapkan pedoman
anaiisis media, serta
cara bertanggung
jawab terhadap
implementasi darl
penerapan pedoman
yang telah dibuat;

2. Nilai Nasionalisme,
yaitu melakukan diskusi
secara bersama-sama

dengan rekan kerja dan
atasan;

3. Nilai Komitmen Mutu,
yaitu dengan
meningkatkan dan
memperbaiki kualitas
dan kinerja yang masih
perlu menjadi
perhatian;

4. Nilai Anti Korupsi, yaitu
secara terbuka

menyampaikan hasil
yang telah dilakukan
bersama;
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No Kegiatan

Membuat laporan
akhir

Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan
data-data dan

dokumentasi

selama

mengimplementasi
kan rancangan
aktualisasi;

2. Menyusun konsep
laporan akhir
rancangan

aktualisasi;

Output! Hasil

1. Data-data

implementasi
rancangan

aktualisasi;
2. Laporan Akhir

Rancangan
Aktualisasi.

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

5. Manajemen ASN, yaitu
melaksanakan tugas
ASN dengan jujur dan
bertanggung jawab;

6. Whole of Government,
yaitu adanya koordinasi
dengan seluruh pihak
yang terlibat dan terkait
dalam pengerjaan
analisis media,
sehingga melalui
evaluasi ini ke

depannya dapat
dilakukan

pengembangan
strategi.

1. Nilai Akuntabilitas, yaitu
bertanggungjawab
dalam membuat

laporan kegiatan;
2. Nilai Komitmen Mutu,

yaitu memastikan
laporan yang dibuat
berkualitas dan sesuai

dengan data lapangan;
3. Nilai Anti Korupsi, yaitu

mengerjakan laporan
akhir tepat waktu, jujur,
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output! Hasil
Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

3. Menentukan
kesimpulan dan
saran terhadap
pelaksanaan
rancangan

aktualisasi;
4. Membuat laporan

akhir rancangan
aktualisasi.

dan mengoptimalisasi
penggunaan printer
dan kertas kantor.

b. Jangka Menengah

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output

1 Mengoptimalkan implementasi pedoman
pemilihan isu untuk rekomendasi isu
aktuai.

Rekomendasi Isu Aktuai
sesuai dengan pedoman.

2 Evaluasi dan Monitoring Melakukan monitoring dan evaluasi Draft Laporan Evaluasi
dan Monitoring
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c. Jangka Panjang

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output

1 Semakin terarahnya pemilihan isu yang
berdampak pada semakin cepatnya
penentuan isu dan penyusunan
rekomendasi, sehingga mendukung
program Quick Wins Setjen DPR Rl.

1. Rekomendasi Isu

Aktual menggunakan
isu-isu yang
berdampak secara
nasionai;

2. Pengiriman Hasil
Analisis Media dapat
sesuai dengan target
Quick Wins Setjen
DPRRI.

2 Evaluasi dan Monitoring Melakukan monitoring dan evaluasi. Draft Laporan Evaluasi
dan Monitoring
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S. stakeholder

Stakeholder pada Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder

Internal dan stakeholder eksternal. Berikut penjelasan mengenai kedua

stakeholder tersebut:

Stakeholder internal yaitu terdiri dari;

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

3. Kepala Subbagian Analisis Media

4. Kepala Subbagian Media Cetak dan Website

5. Kepala Subbagian Media Sosial

6. Staf Analis Media

Stakeholder eksterna\ yaitu terdiri dari;

1. Pimpinan dan Anggota DPR Ri

2. Sekretaris Jenderal DPR RI

3. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan identifikasi stakeholder tersebut, dapat dianalisis

bagaimana aktor-aktor terkait berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi rancangan aktualisasi yang diajukan oleh penulis.

Keberhasilan implementasi suatu kegiatan, menurut Merilee S. Grindle

(dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar. yaitu isi

kebijakan {content of policy) dan lingkungan implementasi {context of

Implementation). Berikut penjelasan mengenai kedua variable tersebut:

1. Isi Kebijakan {Content Of Policy) Mencakup Hal-Hal Berikut:

a. Kepentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isuaktual

ke depannya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh

Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR

RI.
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b. Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Manfaat dari penyusunan pedoman penyusunan rekomendasi

isu aktual yaitu memudahkan analis media dalam menentukan

isu dalam penyusunan rekomendasi dan penyusunan

rekomendasi itu sendiri, sehingga rekomendasi yang

dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi Anggota DPR dan

Pimpinan DPR dalam memberikan pernyataan kepada media

ataupun menanggapi isu-isu aktual yang sedang berkembang

di media massa saat ini. Dengan menyampaikan rekomendasi

yang tepat, maka dewan dapat meningkatkan citra positif DPR

di kalangan masyarakat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi

isu aktual. seluruh Analis Media diharapkan melakukan

perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam

pedoman.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan saat ini berstatus Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), oleh karena itu rancangan

aktualisasi membutuhkan verifikasi, koreksi, dan dukungan

dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian

Media Cetak dan Media Sosial, Kepala Subbagian Analisis

Media, Kepala Subbagian Media Cetak dan Website, Kepala

Subbagian Media Sosial, dan seluruh rekan kerja analisis

media.

e. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksana program atau rancangan aktualisasi adalahseluruh

Tim Analis Media DPR Rl.

f. Sumber Daya yang Dihasilkan

Sumberdaya yang dihasilkan berupa rekomendasi isu aktual.
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2. Lingkungan Implementasi {Context Of Implementation)
Mencakup Hal-Hal Berlkut:

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang

Terllbat

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan

kebijakan dalam rancangan aktualisasi pembuatan pedoman

penyusunan rekomendasi isu aktual, serta penunjukanpihak-

pihak yang ditugasi untuk mengimplementasikan pedoman,
dapat mempengaruhi perwujudan dari optimalisasikebijakan

tersebut. Dalam hal ini, untuk mewujudkan citra positif DPR,

maka penyusunan rekomendasi oleh analis media untuk

Pimpinan DPR dan Anggota DPR yang telah diverifikasioleh
atasan internal, menjadi hal yang penting, mengingat dalam

hal ini aktor utama yang menggunakan rekomendasi secara

langsung, yakni anggota dewan, memiliki kuasa atau

pengaruh yang cukup besar sebagai anggota legislatif

negara.

b. Karakterlstik Lembaga dan Penguasa

Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Penyusunan

Rekomendasi Isu Aktual bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pemilihan isu dalam rekomendasi Isu aktual yang

ditujukan bagi Pimpinan DPR dan Anggota DPR sebagai

anggota legislatif negara.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Setiap analis media, sebagai pelaksana rancangan

aktualisasi, harus dapat mematuhi, memahami, dan

menerapkan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu

Aktual secara optimal.

C. Kendala dan Strategi Menghadapl Kendala

Dalam mengimplementasikan rancangan aktualisasi, tidak

menutup kemungkinan akan terjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi
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dan diselesaikan. Berdasarkan pemaparan pada teknik analisis berupa

SWOT pada bab III, terdapat dua kelemahan yang berpotensi menjadi

kendalam selama pelaksanaan rancangan aktualisasi.

Pertama, yaitu penyusunan rekomendasi isu aktual berpotensi

menjadi lebih terbatas, karena hams menyesuaikan dengan lingkup yang

telah ditetapkan dalam pedoman. Analis Media mungkin akan mengalami

kendala dalam mempertimbangkan isu yang dapat diangkat, seperti isu

regional namun memiliki dampak nasional. Oleh karena itu, untuk

mengatasi hal tersebut, isi dari pedoman pemilihan isu harus benar-benar

dapat dipahami, karena seharusnya pedoman tersebut mempermudah

analis media dalam menentukan isu. Sosialisasi dan penyampaian yang

tepat dan detail terkait isi pedoman harus dilakukan sejak awal, agar

pedoman dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dan efisien.

Kendala kedua yang mungkin dihadapi adalah, analis media harus

melakukan penyesuaian kembali dengan pedoman yang dibuat.

dikarenakan dalam keseharian sebelumnya, analis media terbiasa untuk

memilih isu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

Oleh karena itu, sebelum menentukan isu yang akan diangkat, analis

media dapat berdiskusi dengan sesama rekan kerja, atau di tingkat

kesulitan yang lebih tinggi dapat bertanya kepada atasan.

Kendala lainnya yang berpotensi timbul adalah adanya

kemungkinan permintaan sebuah isu dinaikkan oleh anggota dewan,

namun isu yang diminta untuk dinaikkan tersebut tidak berskala nasional

atau tidak sesuai pedoman. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua hal

yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menyampaikan kepada

anggota dewan terkait bahwa permintaan isu tersebut tidak sesuai

pedoman, dan kedua yaitu menganalisis dan mencari data isu tersebut

agar dapat ditingkatkan menjadi skala yang lebih nasional. Namun, yang

paling terpenting adalah dalam setiap penyusunan rekomendasi isu aktual

harus mendapatkan persetujuan dari atasan.
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D. Analisis Dampak

Dampak dari pelaksanaan rancangan aktualisasi pembuatan

pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual dapat mempermudah

kinerja analis media dalam menentukan dan menetapkan isu-isu berita

yang akan diangkat dalam penulisan rekomendasi isu aktual. Selain Itu,

dengan memahami dan menerapkan pedoman tersebut, maka diharapkan

penyusunan rekomendasi isu aktual menjadi lebih terarah dan jelas, serta

meminimalisir adanya rekomendasi isu aktual yang 6\drop atau diminta

untuk dihapus oleh atasan. Pedoman tersebut juga akan berpengaruh

terhadap kualitas rekomendasi isu aktual yang dibuat, mengingat

rekomendasi diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan

ketika didoorstop oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu

meningkatkan citra DPR.

Namun, apabila Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

tersebut tidak dilaksanakan, akan berdampak pada masih terjadlnya

subjektifitas atau perbedaan persepsi mengenai pemilihan isu dalam

rekomendasi isu aktual. Selain itu, dalam melakukan kiasifikasi isu, juga

akan memakan waktu lebih lamadikarenakan memerlukan kesepakatan

secara informal terlebih dahulu, baik ke sesama rekan kerja maupun

atasan. Terakhir, setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang

telah dipilih dan dibuat, masih adanyapotensi sejumlah isu ataupun hasil

analisis media yang 6'\drop atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.
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E. Jadwal Kegiatan

No

1.

2.

3.

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel IV. 2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

Menyampaikan usulan
pembuatan pedoman
penyusunan

rekomendasi isu aktual

kepada Kepala Bagian
Medtaksos, Kepala
Subbaglan Analisis
Media, dan rekan-rekan
Analis Media.

Tahapan 1:
Mengagendakan
pertemuan dengan Kepala
Bagian Medtaksos, Kepala
Subbaglan Analisis Media
rekan kerja, dan rekan-
rekan kerja analis media.
Tahapan 2:
Membuat surat pertemuan
atau rapat dengan Kepala
Bagian Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis Media
rekan kerja. dan rekan-
rekan keria analis media.
Tahapan 3:
Penyampaian usulan
rancangan aktualisasi.
Tahapan 4:
Membuat notulensi atau

hasil rapat.
Membuat draft pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual.

Tahapan 1:
Menyusun tahapan
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual.

Tahapan 2:
Menyusun strategi
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual.

Mengadakan forum
dengar pendapat dan
masukan dengan

MEI JUNI

111 IV IV
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

Kasubbag Analisis Media
dan rekan kerja Analis
Media yang lain untuk
mendapatkan masukan
dan saran terkait

pedoman.
Tahapan 1:
Mengagendakan
pertemuan dengan
Kasubbag dan rekan kerja.
Tahapan 2:
Membuat surat pertemuan
atau rapat dengan
Kasubbag dan Rekan Kerja.
Tahapan 3:
Berdiskusi bersama rekan

kerja analis media.
Tahapan 4:
Menerima masukan, kritik,
dan saran dari rekan-rekan

analis media terhadap
pedoman pemilihan isu
untuk rekomendasi isu

aktual.

Tahapan 5:
Mencatat hasil diskusi.

Revisi Draft Pedoman

sesuai hasil diskusi

bersama Kasubbag dan
Rekan Kerja Analis
Media, guna memastikan
pedoman tersebut
mempermudah kinerja
analis media.

Tahapan:
Memeriksa uiang substansi
dan teknis draft pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual,
baik dari penggunaan
bahasa yang mudah
dimengerti, typo atau salah
ketik, dan urutan tahapan
serta strategi, agar
pedoman mudah dipahami
dan diimplementasikan.
Ujl coba atau
implementasi pedoman.
Tahapan 1:

M El JU

IV
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

Mengatur strategi pemilihan
isu untuk rekomendasi isu
aktual.

Tahapan 2:
Melaksanakan

penyusunan rekomendasi
isu aktual berdasarkan

pedoman.
Monitoring dan Evaiuast.

Tahapan 1:
Mengagendakan rapat
evaluasi bersama Kepala
Subbagian Analisis Media
dan rekan kerja analis
media.

Tahapan 2:
Membuat surat rapat
evaluasi;
Tahapan 3:
Mereview akhir hasil

pelaksanaan pedoman
pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual;

Tahapan 4:
Mencatat hal-hal yang
masih perlu menjadi
perbaikan dan evaluasi..
Membuat laporan akhir

Tahapan1:
Mengumpulkan data-data
dan dokumentasi selama

mengimplementasikan
rancangan aktualisasi.
Tahapan 2:
Menyusun konsep laporan
akhir rancangan
aktualisasi.
Tahapan 3:
Menentukan kesimpulan
dan saran terhadap
pelaksanaan rancangan
aktualisasi.

Tahapan 4:
Membuat laporan akhir
rancangan aktualisasi.

Ill IV III IV
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BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Jadwal kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal awal yang telah ditetapkan oleh

penulis. Akan tetapi, di tengah berjalannya pelaksanaan aktualisasi, penulis menambah beberapa kegiatan guna

mendukung terbentuknya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang lebih balk

Tabel V.1 Matrlks Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No

1.

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

Menyampaikan usulan
pembuatan pedoman
penyusunan

rekomendasi isu aktual

kepada Kepala Bagian
Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis
Media, dan rekan-rekan
Analis Media.

Tahapan 1:
Mengagendakan
pertemuan dengan Kepala
Bagian Medtaksos, Kepala
Subbagian Analisis Media
rekan kerja, dan rekan-
rekan kerja analis media.

El

I II III

JUNI

IV I
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IV
Keterangan

Kegiatan 1 berjalan lancar sesuai dengan

rencana awal. Kegiatan dilakukan pada minggu

kedua Mei 2021 dikarenakan minggu pertama

Mei terdapat libur Lebaran.



No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
M El JUNI Keterangan

1 II III IV 1 tl 111 IV

Tahapan 2:
Penyampaian usulan
rancangan aktualisasi.
Tahapan 3:
Membuat review atau

laporan singkat (lapsing)
dan form absensi.

2. Membuat draft pedoman Kegiatan 2 berjalan lancar sesuai rencana di

Rancangan Aktualisasi.

Tahapan1:
Mencari data terkait bahan
pedoman.

Tahapan 2:
Menyusun tahapan dan
strategi pemilihan isu untuk
rekomendasi isu aktual

3. Mengadakan forum
dengar pendapat dan
masukan dengan
Kasubbag Analisis Media
dan rekan kerja Analis
Media yang lain untuk
mendapatkan masukan
dan saran terkait
pedoman.

Kegiatan 3 berjalan lancar sesuai rencana di

Rancangan Aktualisasi.

Tahapan 1:
Mengagendakan
pertemuan dengan
Kasubbag dan rekan kerja.
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
MEI J JNI Keteranqan ^

1 II III IV 1 II III IV

Tahapan 2:
Melakukan diskusi terkait

masukan untuk Pedoman

Penyusunan Rekomendasi
Isu Aktual

i

Tahapan 3:
Membuat review atau

laporan singkat (lapsing)
dan form absensi.

4 RevisI Draft Pedoman

sesuai hasil diskusi

bersanfia Kasubbag dan
Rekan Kerja Analis
Media, guna memasttkan
pedoman tersebut
mempermudah kinerja
analis media

Kegiatan 4 berjalan lancar sesuai rencana di

Rancangan Aktualisasi.

Tahapan:
Memeriksa ulang substansi
dan teknis draft Pedoman

Penyusunan Rekomendasi
Isu Aktual, baik dari
penggunaan bahasa yang
mudah dimengerti, typo
atau salah ketik, dan urutan
tahapan serta strategi, agar
pedoman mudah dipahami
dan diimplementasikan.

5 Menyusun Draft
Pedoman Penyusunan
Rekomendasi Isu Aktual

Kegiatan 5 merupakan kegiatan tambahan dari

perencanaan yang telah dibuat dalam
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No
Keglatan/

Tahapan Kegiatan
M El J JNI Keterangan

1 II III IV 1 II III IV

menjadi Booklet
Pedoman

Rancangan Aktualisasi penulis. Kegiatan 5

berjalan dengan lancar, hanya hambatan

penulis harus mencetak dummy secara mandiri

dikarenakan waktu yang cukup pendek.

Tahapan 1:
Mencari referensi booklet.

Tahapan 2:
Mengedit draft awal
pedoman menjadi booklet
dengan ukuran A5.
Tahapan 3:
Mencetak booklet.

6 Mensosialisasikan

Pedoman Penyusunan
Rekomendasi Isu Aktual

kepada Atasan dan
Rekan Kerja

Kegiatan 6 berjalan dengan lancar.

Tahapan 1:
Mengagendakan sosialisasi
kepada Kepala Subbagian
Analisis Media dan rekan

kerja analis media.

Tahapan 2:
Mensosialisasikan hasil

akhir pedoman
penyusunan rekomendasi
isu aktual;

Tahapan 3:
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
Membuat review atau

laporan singkat (lapsing)
dan form absensi.

Uji coba atau
implementasi pedoman
Tahapan:
Menerapkan poin-poin
dalam pedoman dalam
penyusunan

rekomendasi isu aktual

Monitoring dan Evaluasi

Tahapan1:
Menentukan konsep
monitoring dan evaluasi
yang akan digunakan
Tahapan 2:
Menggunakan Google
Form untuk monitoring dan
evaluasi Pedoman

Penyusunan Rekomendasi
Isu Aktual

Tahapan 3:
Melakukan wawancara

testimoni terhadap
beberapa
pihak/stakeholders terkait,
baik dari sisi output
maupun outcome.
Tahapan 4:

IVEl

IV
Keterangan

Kegiatan 7 berjalan dengan lancar.

Kegiatan 8 berjalan dengan lancar.
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^No
Kegiatan/ MEI JUNI Keterangari ♦;

Tahapan Kegiatan fl ill IV 1 II 1 ill IV

Membuat laporan akhir
aktualisasi. t 1

54



B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Penulis membagi seluruh tahapan-tahapan kegiatan tersebut ke

dalam pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Lebih

lanjut, agar tahapan kegiatan dalam aktualisasi dapat dipahami secara

lebih rinci dan jelas, penulis akan memaparkan tahapan-tahapan kegiatan

tersebut secara detail, yaitu sebagai berikut:

PRA PELAKSANAAN

A.1 Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan

rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala

Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analis Media.

Sebelum penulis menjalankan rancangan aktualisasi yang telah

direncanakan, penulis harus mendapatkan persetujuan atasan, dalam hal

ini Kepala Bagian Media Cetak dan IVledia Sosial. Untuk mendapatkan

persetujuan atau izin tersebut, penulis harus dapat menyampaikan usulan

pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada

atasan.

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan sejumlah tahapan kegiatan,

yaitu mengagendakan pertemuan dengan atasan dan rekan kerja,

menyampaikan usulan rancangan aktualisasi, dan membuat lapsing.

Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah nilai-nilai ANEKA yang dapat

diterapkan, yaitu:

- Nilai akuntabilitas yaitu aktif dalam melaporkan gagasan dan

rencana kinerja yang akan digagas;

- Nilai Nasionalisme, yaitu mengedepankan musyawarah dan

diskusi dalam mensosialisasikan rencana kinerja;

- Nilai Etika Publik, yaitu dengan terlebih dahulu menyampaikan

rencana pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu

aktual kepada atasan dan rekan-rekan analis media;

- Whole of Government, yaitu mengintegrasikan pihak-pihak

yang terlibat dalam analis media agar Implementasi rancangan

aktualisasi dapat berjalan maksimal.
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a. Mengagendakan pertemuan dengan Kepala Bagian Medtaksos,

Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan

kerja analis media.

Pertama-tama, penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat

menyampaikan usulan dilakukannya rancangan aktualisasi.

Setelah disepakati bersama, pertemuan dilakukan pada Jumat, 7

Mei 2021 pukul 15.00 bertempat di Ruang Kepala Bagian

Medtaksos, Gedung Nusantara II Lantai 3.

Gambar V.1 Pertemuan Dengan Kabag Medtaksos, Kasub Analis Media, dan Rekan

Kerja Analis Media

b. Penyampaian usulan rancangan aktualisasi.

Penulis menyampaikan usulan rancangan aktualisasi kepada

Kabag Medtaksos didampingi Kasub Analis Media dan juga rekan

kerja Analis Media lainnya. Penulis menyampaikan usulan

pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dan

disetujui oleh Kabag maupun Kasubag.

c. Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan form absensi^

Penulis membuat review atau lapsing sebagai catatan untuk

penulis mengenai masukan-masukan yang diberikan oleh atasan

maupun rekan kerja, agar pedoman dapat lebih baik. Lapsing

^Data Lapsing dan form absen tercantum di Lampiran 1 hal. 87
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ditandatangani langsung oleh Kabag Medtaksos. Selain itu, penulis

juga membuat form absensi. Secara singkat, pedoman yang dibuat

oleh penulis memiliki kemungkinan jangka panjang untuk

dikembangkan menjadi Standard Operating Procedure fSOP).

Selain itu, pedoman juga dinilai sangat penting dan bermanfaat

sebagai acuan analis media agar dapat menentukan isu secara

tepat.

PELAKSANAAN

A.2 Membuat draft pedoman

Dalam kegiatan kedua ini, penulis membuat draft Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Kegiatan ini dilakukan pada minggu

kedua Mei 2021. Penulis mencari data terkait bahan pedoman, serta

menyusun tahapan dan strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Dalam kegiatan ini, dapat diterapkan sejumlah nilai ANEKA, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam membuat

penentuan substansi dalam pedoman pemilihan isu untuk

rekomendasi isu aktual;

- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menetapkan panduan yang dapat

mengefisienkan kinerja analis media dalam penyusunan

rekomendasi isu aktual;

- Nilai Pelayanan Publik, yaitu telah menetapkan salah satu

standar pelayanan, guna menghasilkan output rekomendasi

yang lebih berkualitas.

a. Mencari data terkait bahan pedoman.^

Penulis mencari data dari berbagai sumber untuk dijadikan acuan

dalam penulisan pedoman, salah satunya adalah keterkaitan

dengan nilai berita. Penulis mencari bahan-bahan melalui internet

dan juga berdiskusi dengan atasan mengenai poin-poin apa saja

yang harus dicantumkan dalam pedoman.

Draft Pedoman tercantum di Lampiran 2 hal. 89
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b. Menyusun tahapan dan strategi pemilihan isu untuk rekomendasi

isu aktual

Penulis juga membuat dan Menyusun Sub Bab mengenai tahapan

dan strategi pemilihan isu yang akan dicantumkan dalam pedoman.

Penyusunan tahapan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca

dalam menentukan isu dalam rekomendasi isu aktual.

Gambar V.2 Membuat Draft Pedoman di Ruang Kerja Bagian Media Cetak dan
Media Soslal

A.3 Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan

Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analis Media yang lain untuk

mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Pada tahap kegiatan ketiga, setelah selesai membuat pedoman,

penulis menyelenggarakan forum dengar pendapat bersama atasan dan

rekan kerja analisis media guna mendapatkan saran dan masukan terkait

substansi dari pedoman. Kegiatan ketiga dilakukan pada minggu ketiga Mei

2021. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Media Cetak dan Media

Sosial, Gedung Nusantara II Lantai 3.

Dalam kegiatan ketiga ini, terdapat nilai-nilai ANEKA yang dapat

diterapkan, yaitu sebagai berikut:
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- Nilai Nasionalisme, yaitu dengan cara melakukan forum dengar

pendapat dan menerima masukan dengan cara bermusyawarah,
sehingga didapat pedoman yang telah disepakati bersama;

- Nilai Komitmen Mutu, mengingat pedoman akan dilakukan dan

diimplementasikan bersama rekan-rekan analis media lainnya,

agar pelaksanaannya efektif dan efislen, maka penting untuk
mendapatkan masukan dari sesama analis media;

Nilai Anti Korupsi, yaitu rapat dilakukan tepat waktu dan tidak

mengganggu waktu pekerjaan lain, serta hasil notulensi akan

dicatat secara elektronik terlebih dahulu, guna menghemat

penggunaan kertas;

Whole of Government, yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak

yang terlibat dalam analis media agar implementasi rancangan

aktualisasi dapat berjalan maksimal.

a. Mengagendakan pertemuan dengan Kasubbag dan rekan kerja.

Penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat melakukan forum

dengar pendapat untuk memaparkan pedoman yang telah dibuat.

Setelah disepakati bersama, pertemuan dilakukan pada Senin, 17

Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

b. Melakukan diskusi terkait masukan untuk Pedoman Penyusunan

Rekomendasi Isu Aktual

Setelah menemukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan

forum dengar pendapat, penulis kemudian membuka forum diskusi

guna mendapatkan masukan dan saran, khususnya dari rekan-

rekan kerja analis media yang ke depannya akan menggunakan

pedoman. Forum diskusi dipandu oleh penulis sendiri yang diawali

dengan penjelasan mengenai substansi dari pedoman, dan diikuti

oleh sesi tanya jawab dari rekan kerja analis media.
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Gambar V.3 Forum Dengar Pendapat Analis Media Untuk MendapatkanMasukan
Mengenai Pedoman

c. Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan form absensi^

Penulis membuat review atau lapsing sebagai catatan untuk

penulis mengenai masukan-masukan yang diberikan oleh atasan

maupun rekan kerja, agar pedoman dapat lebih baik. Lapsing

ditandatangani oleh Kasubbag Analisis Media. Selain itu, penulis

juga membuat form absensi. Secara singkat, hasil forum yaitu

adanya masukan dari Kasubbag Analisis Media untuk merevisi dan

menambah judul beberapa bagian, seperti Teknik dan Strategi

Penentuan Isu dan Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi

Isu Aktual. Selain itu, Kasubbag mengarahkan agar substansi

penentuan Isu memasukkan keterkaitan dengan nilai berita, serta

perlu penambahan beberapa bagian seperti pendahuluan,

Data Lapsing dan form absen tercantum di Lamplran 3 hal. 95
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pengertian rekomendasi, dan pengertian isu aktual agar lengkap

dan jelas, sehingga pembaca nantinya berada di alur yang tepat

ketika membaca pedoman tersebut.

Kemudian, rekan kerja analis media menyarankan agar pembuatan

pedoman diharapkan dapat berdampak pada penyusunan

rekomendasi yang benar-benar merupakan isu aktual dan tidak

ketinggalan. Dengan adanya pedoman, rekan-rekan analis media

mengharapkan agarpeyusunan rekomendasi isu aktual dapattepat

waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Pedoman diharapkan

mudah diimplementasikan dan disajikan dalam bahasayang jelas,

sehingga mempermudah kinerja analis media, khususnya dalam

menentukan isu dalam rekomendasi isu aktual yang akan diangkat.

A.4 Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan

Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan pedoman tersebut

mempermudah kinerja analis media

Setelah mendapatkan masukan dari atasan dan rekan kerja, penulis

kemudian memeriksa ulang substansi dan teknis draft Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual, baik dari penggunaan bahasa yang

mudah dimengerti, typo atau salah ketik, dan urutan tahapan serta strategi,

agar pedoman mudah dipahami dan diimplementasikan. Kegiatan ini
dilakukan dalam rentang waktu di minggu ketiga bulan Mei 2021.

Dalam kegiatan keempat, terdapat nilai ANEKA yang dapat

diterapkan, yaitu:

^ Nilai Akuntabilitas. yaitu penulis memastikan dan

bertanggungjawab terhadap pedoman yang telah dibuat;

- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menunjukkan bahwa pedoman yang

dibuat bertujuan untuk mendukung dengan mempermudah kinerja

Subbagian Anallsis Media di Biro Pemberitaan SekretariatJenderal

DPR Rl dan sebagai salah satu upaya meningkatkan citrapositif

DPR Rl di mata masyarakat.
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A.5 Menyusun Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

menjadi Booklet Pedoman

Kegiatan selanjutnya yaitu penulis mulai melakukan penyusunan

Booklet Pedoman. Penyusunan Booklet ini dimulai dari pencarian referensi

dari lembaga/instansi lain yang telah memiliki booklet, mengedit draft

pedoman menjadi booklet, hingga akhirnya dicetak. Pedoman

ditandatangani langsung oleh Kepala Bagian Media Cetakdan Media Sosial.

Kegiatan ini dilakukan daiam rentang waktu di minggu keempat bulan Mei

2021.

Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah nilai ANEKA yang dapat

diterapkan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu penulis memastikan dan

bertanggungjawab terhadap pedoman yang telah dibuat, hingga

akhirnya sampai kepada pembuatan booklet:

- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menunjukkan bahwa pedoman yang

dibuat bertujuan untuk mendukung dengan mempermudah kinerja

Subbagian Analisis Media di Biro Pemberitaan SekretariatJenderal

DPR Rl. Melalui bentuk fisik booklet, maka pedoman dapat lebih

mudah dibaca;

- Nilai Anti Korupsi, yaitu penulis memastikan pencetakan booklet ini

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

a. Mencari referensi booklet

Penulis mencari referensi pembuatan booWefdari kementerian dan

lembaga lain yang dilakukan melalui telusuronline, serta berdiskusi

dengan rekan kerja CPNS yang membuat pedoman. Sehingga

diputuskan booklet untuk pedoman berukuran A5.

b. t^engeditdraft awalpedoman menjadi booklet dengan ukuran A5,

Setelah menentukan ukuran booklet yang akan digunakan. penulis

kemudian mengedit draft pedoman yang telah dibuat sebelumnya

agar sesuai dengan ukuran booklet yang telah ditetapkan oleh

penulis.
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Gambar V.4 Penulis Mengedit Dratf Pedoman MenjadI Booklet Dengan Ukuran A5

c. Mencetak booklef^

Setelah selesai mengedit booklet pedoman, penulis kemudian

mencetak booklet di tempat percetakan. Pencetakan booklet

penting mengingat ke depannya setiap analis media, selain

memiliki pedoman secara elektronik atau PDF, juga akan memiliki

pegangan booklet, agar mempermudah jika ingin membaca

pedoman secara langsung.

A.6 Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

kepada Atasan dan Rekan Kerja

Pada tahap kegiatankeenam, setelah booklet dicetak, penulis

mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada

atasan dan juga rekan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Media

Cetakdan Media Sosial, Gedung Nusantara II Lantai 3.

Dalam kegiatan keenam ini, penulis juga dapat menerapkan

sejumlah nilai ANEKA, yaitu sebagai berikut:

" Booklet Pedoman Penyusunan Rekomendasi IsuAktual dalam Lampiran 4 hal. 97
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- Nilai Nasionalisme, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi

kepada atasan maupun rekan kerja, sehingga pedoman dapat

diikuti dan disepakati bersama;

- Nilai Komitmen Mutu, mengingat pedoman akan dilakukan dan

diimplementasikan bersama rekan-rekan analis media lainnya,

agar pelaksanaannya efektif dan efisien, maka penting untuk

disosialisasikan;

- Nilai Anti Korupsi, yaitu rapat dilakukan tepat waktu dan tidak

mengganggu waktu pekerjaan lain, serta hasil notulensi atau

lapsing akan dicatat secara elektronik terlebih dahulu, guna

menghemat penggunaan kertas;

- Whole of Government, yaitu adanya koordinasi dengan pihak-

pihak yang terlibat dalam analis media agar pedoman dapat

diimplementasikan secara maksimal.

a. Mengagendakan sosialisasi kepada Kepala Subbagian Analisis

Media dan rekan kerja analis media;

Penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat melakukan

sosialisasi, guna menginformasikan kepada rekan kerja mengenai

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Setelahdisepakati

bersama, pertemuan dilakukan pada Jumat, 4 Juni 2021 pukul 10.00

WIB.

b. Mensosialisasikan hasil akhir Pedoman Penyusunan Rekomendasi

Isu Aktual

Kemudian, penulis mensosialisasikan pedoman kepada atasan dan

juga rekan kerja analis media, agar ke depannya pedoman dapat

mulai diterapkan karena memasuki masa uji coba

pengimplementasian pedoman. Sosialisasi ini dilakukan melalui

presentasi singkat kepada rekan kerja analis media.
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Gambar V.5 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Rekan Kerja

• Bu SuciPemberit... •« V, :

S«lamat sore bu. izln mengirlmkan booklet
pedoman saya bu: .i.1j/

A6 Pedoman Rekomend- 4

ada poiivpoin yang ssya revisi bu di bagtan
strategl pemilihan isu km bs d>sabungkan, dan
adatambahanpoinjugadi stralegi penyusunan
rekomnyabu.. mohw masukan dan revlsl iebih
lanjutbu

Type a

^ ^ 9 & 9 " A i.Q
i r » a /"• 4 ^ « >.'« Km «• :» "a

QWERTY V ^ 0 P

A S D F G H:J fKHL
' i.'' «1^V" m Sf .IfcJs'

♦ |Z^_X C v.

Gambar v.6 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Kasubbag Analis Media (dalam
bentuk PDF)
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c. Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan form absensi.^

Penulis membuat review atau lapsing sebagai catatan dan

masukan akhir untuk pengimplementasian pedoman, mengingat

pedoman sudah hams dapat diterapkan dalam waktu dekat.

Lapsing ditandatangani oleh Kasubbag Analisis Media. Seiain itu,

penulis juga membuat form absensi. Secara singkat, masukan dari

rekan kerja yaitu penjelasan setiap pointer agar dapat diperkuat,

serta masukan dari Kasubbag yaitu penambahan Sub Bab

mengenai langkah-langkah penyusunan rekomendasi isu aktual

dan penutup.

A.7 Uji coba atau implementasi pedoman^

Seteiah selesai melakukan kegiatan sosiaiisasi, berikutnya yaitu

memasuki kegiatan uji coba atau implementasi pedoman dalam pekerjaan

sehari-hari. Setiap analis media yang sedang mendapatkan penugasan

untuk membuat rekomendasi isu aktual, agar dapat menerapkan poin-poin

yang tercantum dalam pedoman. Kegiatan ini dilakukan selama tujuh harl

kerja, yaitu padatanggal 9-17 Juni 2021.

Dalam kegiatan ketujuh ini, penulis dapat menerapkan sejumlah

nilai ANEKA, yaitu sebagai berikut:

Nilai Komitmen Mutu, untuk mengetahui bagaimana efisiensi

dan efektifitas apabila pedoman tersebut diterapkan;

- Nilai Anti Korupsi. yaitu tidak menunda-nunda pelaksanaan

penerapan pedoman analisis media;

- Nilai Manajemen ASM, yaitu melaksanakan kebijakan yangtelah
dirumuskan bersama;

- Nilai Pelayanan Publik, yaitu penyusunan rekomendasi ini

bertujuan untuk dikirimkan kepada seluruh Pimpinan DPR,

Anggota DPR. dan Sekretariat DPR Rl guna mendapatkan

®Data Lapsing dan form absen tercantum di Lampiran 5 hal. 116
®Hasil Uji Coba Rekomendasi 9-17 Juni 2021 terlampir dalam Lampiran 6 hal. 118
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informasi terkait pemberilaan maupun isu-isu yang sedang

berkembang.

PASCA PELAKSANAAN

A.8 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tahap terakhir dalam kegiatan laporan aktualisasi ini adalah

melakukan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya untuk dapat

mengukur keberhasilan dan kebermanfaat pelaksanaan aktualisasi yang

diajukan oleh penults. Dalam kegiatan ini, penulis dapat menerapkan

sejumlah nilai ANEKA, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja analisis

media selama menerapkan pedoman analisis media, serta cara

bertanggung jawab terhadap implementasi dari penerapan

pedoman yang telah dibuat;

- Nilai Nasionalisme, yaitu melakukan diskusi secara bersama-sama

dengan rekan kerja dan atasan;

- Nilai Komitmen Mutu, yaitu dengan meningkatkan dan

memperbaiki kualitas dan kinerja yang masih perlu menjadi

perhatian;

- Nilai Anti Korupsi, yaitu secara terbuka menyampaikan hasil yang

telah dilakukan bersama;

- Manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas ASN dengan jujur dan

bertanggung jawab;

- Whole of Government, yaitu adanya koordinasi dengan seluruh

pihak yang terlibat dan terkait dalam pengerjaan analisis media,

sehingga melalui evaluasi ini ke depannya dapat dilakukan

pengembangan strategi.

a. Menentukan konsep monitoring dan evaluasi yang akan digunakan

Penulis menentukan konsep monev yang akan dilakukan untuk

memonitoring dan mengevaluasi pengimplementasian Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Penulis menetapkan
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menggunakan metode google form agar data yang didapat

tersusun rapih dan bersifat terarah.

b. Menggunakan Google Form untuk monitoring dan evaluasi

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Penulis membuat indikator-indikator evaluasi dalam google form,

dan menyebarkan form Google Form kepada rekan-rekan kerja

analis media melalui chat whatsapp.

09:04 O e A ® •

SInchan Analis C...

n 'Ji f.i\ CD

I, :

Sufvei Pedoman Penyusunan

Rekomendasi Isu Aktual

Tefima kasih telah bersedia ...
docs.googie.com

Teman-temaa berlkut link kuisiooer untuk
nxjnrtoring irr^lementasi Pedoman Penyusunan
Rekomendasi Isu Aktual:

iittps //docs Qooglecom/fom«/d/e
IFAfpQLScobEkuAz
tTJBzWI^sSwkl 7dmowMu1C4ho3F190876U5«
-OuQ/viewfomi?vc=04c®0*w=14flr=0

Moiwn masukannya yah ^ tertmakaslh

--,1 Terlma kasihya v

(Type amessagt- ^ 0

s ©- ® a 9

«L^rL\ A

09 02 vy

^ ^ ^ ^ ®
Q. © ® O O

Gambar V.7 Salah Satu Tangkapan Layar Penulls Menyebarkan Kuisioner
Google Form Kepada Rekan Kerja Analis Media
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Survei Pedoman Penyusunan
Rekomendasi Isu Aktual

Tertmakaslh telah bersedia m^buka laman ini. MohonSaudara dapal menglsl beberapa
loiisloner berikul inl sesusi dengan jawabanSaudara.

•Required

Nama

Your answer

J^aitan *

Your answer

Seberapa perluk^ keberadaan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual? *

O Sangal Perlu

O

o Kurang Perlu

o Tidak Perlu

o Sangal Tidak Perlu

Apak^ Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mudah dimengerti? *

O

O Kurang

O Tidak
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F Apakah Pedoman Penyusunan FtekomendasI Isu Aktual bermanfaat bag!

Saudara? *

O Ya

o Kurang

O Tidak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mempermudah Saudara

d^am menentukai isu yang akan diangkat rrenjadi sebuah rekomendasi? '

o Ya

o Kurang

o Tidak

Apakah Pedom^ Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mempermud^ S^dara

dalam memahami strategl penyusunan rekomendasi Isu aktual?

o Ya

O Kurang

O Tldak

Ape^ah anda mem^^l langkah-laigkah penyusunan rekomendasi d^am

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual?

o Ya

o Kurang

o Tidak
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Apakah menurut Saudara, Pedoman Rsnyusunan Rekomendasl Isu Aktual d^at

menlngkatkan eflsiensi kinerja Subbaglan Analisis Media? "

o Ya

o Mungkin

o Tldak

Apakah ada kesulhan atau hambatan seiama mengikuti F^doman Penyusunan

Rekomendasl Isu Aktual? (Jlka ada, tullskan kesulltan atau hanbatan Saudara)

Your answer

' Masukan dan Saran untuk Pedoman Penyusunan Rekomendasl Isu Aktual

Your answer

Gatnbar V.8 Daftar Pertanyaan Pada Kuisioner {Monitoring Penerapan Pedoman
Penyusunan Rekomendasl Isu Aktual
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w

i

Summary

Nama

6 r«9pons«3

SafilrirestuW

EkiBaehaki

MRizkiR

Fahrrl Harfa

RosnHa

Mohammad Rlzki Nugroho

Nalasya

Muhammad Rizki Ramadhan

fl r«apons«s

Questton Indivkiual

Analls Konten Media Soslal Analis Media Analls konten media soslai Analis media

Seberapa perlukah keberadaan Pedoman Penyusunan RekorrendasI Isu Aktual?

e responses
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# Sangal Pertu

# Perlu

# Kurang Perlu

# Tldak Perlu

# Sangat Tldak Perlu



Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasl Isu Aktual mudah dimengerti?

8 responses

• Va

• Kurang

• Tidak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasl Isu Aktual bermanfaat bagi Saudara?

8 responses

• Ya

• Kurang

• TIdak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasl Isu Aktual mempermudah Saudara dalam

mem^ami strategl penyusunan rekomendasl Isu ^tual?

8 responds
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• va

• Kurang

• Tidak
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Ap^ah andamemahaml langkah-langkah penyusunan rekomendasi daiam Pedoman

Penyusunan RekomendasI Isu Aktual?

9 responses

Ya

lOjrang

Tidak

Apakah menurut Saudara, Pedoman Penyusunan Rekomendasi isu Aktual dapat

meningkatk^ efislensi kinerja Subbaglan Analisls Media?

S responses

r

• Ya

• Mungkin

• Tidak

iD

0

Apakah ada kesulltan atau hambatan selama mengikuti Pedoman Penyusunan RekomendasI Isu

Aktual? (Jika ada, tutlskan kesulltan atau hambatan Saudara)

Srasponaes

Tidak ada

Tidak. Kesulltan hanya dttemukanketlka mOTangdl media Itu sendlri tidakmemberltakansesuatu yang
penting untukkhalayakSehlngga tidak begltu pas jlka dlbuatkan rekom.

Polnnya banyakjadi susah dihafal

Kesulltanmencarilsuygtepat dlluarhot topkt
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'sy- - -

Masukan dan Saran untuk Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

0 responses

Sosialisasi secara ma sit dsn berkala

Tidak ada. Sudah sangal komprehensif dan memenuhi kebutuhan.

Lebih ringkas

TIdakada masukan, karena sudah bagus dan signifikanda lam membantu membuat rekomendasi

Mungkin bisa diterbllkan buku sakunya

Sudah bagus

Sumberberrta untuk penenluan Isu hanjs dipertegas

Agar dibuat versi digital saja

Gambar V.9 Hasil Kuisioner

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual sesuai dengan kebutuhan analis

media untuk meningkatkan efisiensi kinerja analis media, khususnya daiam

penyusunan rekomendasi isu aktual. Hampir seluruhnya menyebutkan bahwa

Pedoman bermanfaat dan mudah dipahami, namun terdapat beberapa catatan

seperti masukan dan saran untuk ke depannya agar sosialisasi dilakukan secara

masif dan berkala, lebih ringkas, penerbitan buku saku dan buku digital, serta

sumber berita untuk penentuan isu harus dipertegas.

c. Melakukan wawancara testimoni terhadap beberapa

pihak/stakeholders terkait, baik dari sisi output maupun outcome;^

Selain melakukan kuisioner sebagai responsif rekan-rekan analis

media terhadap output aktualisasi penulis, yaitu pedoman, penulis

juga melakukan wawancara untuk melakukan monitoring outcome

yang dihasilkan dari output tersebut. Penulis melakukan

wawancara testimoni kepada sejumlah narasumber berikut:

^Terlampir dalam bentuk video
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1. Anggota Komisi IX DPR, Bapak Darul Siska. Dalam ha!

Inl, Anggota DPR sebagai salah satu penerima manfaat

dari Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang

dibuat oleh penulis. Secara garls besar, pak Darul

menyampaikan bahwa isu-isu yang disampaikan dalam

rekomendasi isu aktual bermanfaat dan sangat membantu

sebagai acuan anggota dewan apabila sedang 6\doorstop

oleh media. Pak Darul memberikan masukan agar

pengkategorian isu dalam rekomendasi isu aktual dapat

diklasifikasikan sesual isu-isu di komisi, sehingga Anggota

Dewan yang menerima hasil rekomendasi isu aktual

dapat lebih mudah dalam mengetahui update isu terbaru

yang berkembang di komisi masing-masing.

2. Analis Konten Media Sosial, Natasya Amanda, selaku

pelaksana Marian Pedoman Penyusunan Rekomendasi

Isu Aktual. Tasya memaparkan bahwa keberadaan

Pedoman ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja

analis media, khususnya dalam membuat rekomendasi

isu aktual di tengah keterbatasan waktu. Adanya

pedoman ini dapat membantu analis media untuk

mempercepat pemilihan isu. Tasya memberikan saran

agar ke depannya sosialisasi pedoman dilakukan secara

masif dan jika memungklnkan dapat dibuat dalam bentuk

video animasi sehingga lebih menarik untuk ditayangkan.

3. Reporter Media Cetak, Virgianne Meiske Patuli, selaku

reporter yang menggunakan hasil rekomendasi isu aktual

sebagai patokan dalam melakukan doorstop kepada

anggota. Virgianne menyampaikan bahwa isu-isu yang

disampaikan dalam rekomendasi isu aktual sudah tepat,

yaitu aktual dan sesuai dengan pemberitaan yang sedang

marak atau berkembang di media-media. Rekomendasi

Isu Aktual yang dibuat oleh analis media membantu
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reporter untuk mengetahui informasi pemberitaan yang

sedang update.

d. Membuat laporan akhir aktualisasi.

Terakhir, penulis membuat laporan akhir aktualisasi dari aktualisasi

yang berjudul Efisiensi Kinerja Analis Media Melalui Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual, agar seluruh kegiatan dan

tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara

transparan dan dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, sehingga

mengedepankan nilai akuntabilitas seorang Aparatur Sipil Negara

(ASN).

C. Stakeholder

Stakeholder pada Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman

Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual dibagi menjadi dua, yaitu

stakeholder Internal dan stakeholder eksternal. Berikut penjelasan

mengenai kedua stakeholder Xersebut

Stakeholder\niema\ yaitu terdiri dari:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

3. Kepala Subbagian Analisis Media

4. Kepala Subbagian Media Cetak dan Website

5. Kepala Subbagian Media Sosial

6. Staf Analis Media

Stakeholder eksternal yaitu terdiri dari;

1. Pimpinan dan Anggota DPR Rl

2. Sekretaris Jenderal DPR Rl

3. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR Rl

Berdasarkan identifikasi stakeholder tersebut, dapat dianalisis

bagaimana aktor-aktor terkait berpengaruh terhadap keberhasilan
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implementasi rancangan aktualisasi yang diajukan oleh penulis.

Keberhasilan implementasi suatu kegiatan, menurut Merilee S. Grindle

(dalam Subarsono. 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi
kebijakan {content of policy) dan lingkungan implementasi {context of
implementation), Berikut penjelasan mengenai kedua variable tersebut:

Isi Kebijakan {Content Of Policy) Mencakup Hal-Hal Berikut;

a. Kepentingan yang Terpengaruhl Oleh Kebijakan

Pembuatan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu

aktual ke depannya diharapkan dapat bermanfaat bagi

seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat

Jenderal DPR Rl.

b. Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Manfaat dari penyusunan pedoman penyusunan

rekomendasi isu aktual yaitu memudahkan analis media

dalam menentukan isu dalam penyusunan rekomendasi dan

penyusunan rekomendasi itu sendiri, sehingga rekomendasi

yang dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi Anggota DPR dan

Pimpinan DPR dalam memberikan pernyataan kepada media

ataupun menanggapi isu-isu aktualyang sedang berkembang

di media massa saat ini. Dengan menyampaikan

rekomendasi yang tepat, maka dewan dapat meningkatkan

citra positif DPR di kalangan masyarakat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi

isu aktual. seluruh Analis Media diharapkan melakukan

perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam

pedoman.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan saat ini berstatus Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), oleh karena itu rancangan

aktualisasi membutuhkan verifikasi, koreksi, dan dukungan

dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian

Media Cetak dan Media Sosial, Kepala Subbagian Analisis
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Media, Kepala Subbagian Media Cetak dan Website, Kepala

Subbagian Media Sosial, dan seluruh rekan kerja analisis

media.

e. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksana program atau rancangan aktualisasi adalahseluruh

Tim Analis Media DPR Rl.

f. Sumber Daya yang Dihastlkan

Sumberdaya yang dihasilkan berupa rekomendasi isu aktual.

Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation) Mencakup

Hal-Hal Berikut:

a. Kekuasaan, Kepentlngan, dan Strategl Aktor yang

Terllbat

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan

kebijakan dalam rancangan aktualisasi pembuatan pedoman

penyusunan rekomendasi isu aktual, serta penunjukanpihak-

pihak yang ditugasi untuk mengimplementasikan pedoman,

dapat mempengaruhi pen/vujudan dari optimalisasikebijakan

tersebut. Dalam hal ini, untuk mewujudkan citra positif DPR,

maka penyusunan rekomendasi oleh analis media untuk

Pimpinan DPR dan Anggota DPR yang telah diverifikasioleh

atasan internal, menjadi hal yang penting, mengingat dalam

hal ini aktor utama yang menggunakan rekomendasi secara

langsung, yakni anggota dewan, memiliki kuasa atau

pengaruh yang cukup besar sebagai anggota legislatif

negara.

b. Karakterlstik Lembaga dan Penguasa

Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Pemilihan Isu

Untuk Rekomendasi Isu Aktual bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual yang

ditujukan bagi Pimpinan DPR dan Anggota DPR sebagai

anggota legislatif negara.
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c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Setiap analis media, sebagai pelaksana rancangan

aktualisasi, harus dapat mematuhi, memahami, dan

menerapkan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu

Aktual secara optimal.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam mengimplementasikan rancangan aktualisasi, penulis

menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya waktu melakukan

aktualisasi di kantor dan adanya jadwal kegiatan pelatihan yang harus

diikuti oleh penulis.

Namun, hal tersebut dapat segera diatasi oleh penulis. Seperti

kendala dari terbatasnya waktu melakukan aktualisasi di kantor, dari mulai

pra pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Penulis
memanfaatkan diskusi melalui chat whatsapp dan mempersiapkan waktu

yang tepat untuk menyampaikan rencana aktualisasi penulis ini kepada
atasan maupun rekan-rekan kerja. Namun. terbatasnya waktu ini

menyebabkan belum seluruh analis media dapat benar-benar

menggunakan pedoman, karena terdapat pembagian jadwal antara tim

analis media yang membuat rekomendasi dan tim analis media yang

membuat analisis media cetak dan analisis media online. Ke depannya,

karena pedoman ini akan tetap berlanjutdan digunakan untuk seterusnya,

pedoman akan tetap disosialisasikan sehingga dapat digunakan oleh

seluruh analis media.

Kendala kedua yaitu adanya kegiatan pelatihan dadakan yang

harus diikuti oleh penulis. Hal ini diatasi oleh penulis dengan mempercepat

waktu pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan, sehingga seluruh tahapan

kegiatan tetap dapat terlaksana dan selesai tepat waktu.

Sejauh ini, hanya dua hal tersebut yang menjadi kendala utama

dalam pelaksanaan aktualisasi ini, mengingatjangka waktu yang diberikan

cukup terbatas. Ke depannya implementasi Pedoman Penyusunan

80



Rekomendasi Isu Aktual ini akan terus digunakan dan tidak menutup

kemungkinan untuk diberikan revisi-revisi atau masukan lebih lanjut.

E. Analisis Dampak
Dampak dari pelaksanaan aktualisasi, yaitu pembuatan Pedoman

Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dapat dapat meningkatkan efisiensi

dan mempermudah kinerja analis media dalam menentukan dan

menetapkan isu-isu berita yang akan diangkat dalam penulisan

rekomendasi isu aktual. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan

pedoman tersebut, maka diharapkan analis media mampu membuat

rekomendasi isu aktual yang lebih terarah dan jelas, serta meminimalisir

adanya rekomendasi isu aktual yang 6\drop atau diminta untuk dihapus

oleh atasan. Pedoman tersebut juga akan berpengaruh terhadap kualitas

rekomendasi isu aktual yang dibuat dan stakeholders terkait dari setiap

poin-poin rekomendasi isu aktual, mengingat rekomendasi diharapkan

dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika 6\doorstop oleh

wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR.

Selain itu, dengan diterapkannya pedoman ini, nilai komitmen mutu

Subbagian Analisis Media juga dapat ditingkatkan.

Namun, apabila Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

tersebut tidak dilaksanakan, akan berdampak pada masih terjadinya

subjektifitas atau perbedaan persepsi mengenai pemilihan isu dalam

rekomendasi isu aktual dan juga penyusunan rekomendasi isu aktualnya

itu sendiri. Selain itu, dalam melakukan klasifikasi isu, juga akan memakan

waktu lebih lama dikarenakan memerlukan kesepakatan secara informal

terlebih dahulu, baik ke sesama rekan kerja maupun atasan. Terakhir,

setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan

dibuat, masih adanyapotensi sejumlah isu ataupun hasil analisis media

yang didrop atau tidak jadi dibuat rekomendasinya. Hal tersebut dapat

berdampak tidak efisiennya kinerja analis media di tengah keterbatasan

waktu penyusunanrekomendasi isu aktual setiap harinya.
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual telah berhasil disusun

guna meningkatkan efisiensi kinerja analis media dalam menyusun

rekomendasi isu aktual setiap harinya. Pedoman Penyusunan Rekomendasi

Isu Aktual ini juga sesuai dengan kebutuhan beban kerja Subbagian Analisis
Media. Selain itu, pedoman tersebut sangat mendukung terlaksananya

kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual,

diharapkan analis media dapat memiliki pemahamanyang seragam terhadap
pengertianrekomendasi, pengertian isu aktual, manfaat dan tujuan

rekomendasi, teknik dan strategi penentuan isu, teknik danstrategi

penyusunan rekomendasi isu aktual, serta langkah-langkah penyusunan

rekomendasi isu aktual. Dengan pemahaman yang seragam tersebut,

diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat, mengingat

rekomendasi ditujukan untuk membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika

didoorstop oleh wartawandan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan

citra DPR.

Walaupun di tengah keterbatasan waktu pelaksanaan aktualisasi,

pedoman analis media dapat diimplementasikan secara maksimal. Penulis
juga menerapkan nilai-nilai ANEKA, seperti Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, serta menerapkan mata pelatlhan

seperti manajemen ASN, Whole ofGovernment (WoG), dan Pelayanan Publik,
dalam menerapkan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang

dilakukan selama masa habituasi.

Oleh karena itu, diharapkan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu

Aktual ini dapat mendukung kinerja Subbagian Analisis Media sehingga
seluruh pegawai di Subbagian Analisis Media dapat memiliki kapabilitas dan
integritas yang baik, dan dapat menjalankan tugas dan fungsi ASN secara
optimal
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B. SARAN

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR Rl telah memberikan

upaya terbaik dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pra

jabatan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen DPR Rl. Akan

tetapi, situasi pandemi Covid-19 yang saat ini menjadi tantangan, membuat diklat

pra jabatan CPNS dilakukan secara daring atau online, dan merupakan diklat pra

jabatan CPNS pertama kali yang dilakukan secara full online.

Akan tetapi terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan

pelatihan dasar (Latsar) CPNS secara online ini, seperti miss-komunikasi antara

panitia dan peserta karena sebagian besar informasi disampaikan melalui chat,

informasi yang diberikan terkadang terlalu mendadak dan kurang terintegrasi

sehtngga membuat peserta Latsar minim persiapan, serta sistem yang

digunakan terkadang mengalami rusak sistem karena angkatan kami merupakan

angkatan pertama yang menggunakan sistem Latsar full online.

Namun hal tersebut dapat diterima, mengingat Pusdiklat yang baru

pertama kali mengadakan kegiatan diklat pra jabatan secara full online, sehingga

masih perlu adaptasi dan evaluasi lebih lanjut agar penyelenggaraan Latsar ke

depannya dapat lebih baik dan tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi

Covid-19.

Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap Pusdiklat Setjen DPR Rl

memberikan yang terbaik dan mendukung semua kebutuhan CPNS Setjen DPR

Rl. dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan dalam

penyelenggaraan Diklat.

2. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Unit kerja telah mendukung dan memberikan yang terbaik untuk

membantu CPNS Setjen DPR Rl dalam menyelesaikan diklat dalam masa

habituasi. Seperti memberikan masukan, saran, memfasilitasi sarana, dan

prasarana bagi CPNS dalam menyelesaikan Latsar CPNS Setjen DPR di

lingkungan kantcr.
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Selain itu, unit kerja juga tidak terlalu memforsir CPNS dalam bekerja, dan

memberikan waktu untuk CPNS juga menyelesaikan tugas-tugas Latsar di

tengah situasi bekerja setiap harinya. Namun, unit kerja tetap mengharuskan

CPNS menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya dan juga tugas-tugas lain yang

diberikan, sehingga CPNS sebagai peserta Latsar harus dapat membagi waktu

untuk dapat mengerjakan tugas Latsar tersebut.

Namun peserta Latsar mampu menyelesaikan seluruh kegiatan dengan

baik. Hal ini tIdak dapat dihindari mengingat dalam agenda habltuasi merupakan

waktu bagi CPNS untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan tetap

harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja melalui isu

utama yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi.
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Lampiran 1

RESUME

peHYAMPAIAN USULAN PEMBUATAN PEDOMAN PENYUSUNAN REKOUENDASI ISUAKTUAL

Hariftanggal
Pukul

Tempat
Kegiatan

Pimpinan Rapat

Rapstdihadiiioieh

Notulis

Jumat.7Mei2021
15:00 WIB

Ruang Kepala Bagian Medtaksos. Nusantara II DPR Rl
Penyanpaian Usuian Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu

Aktual

:Mohammad Djazuli (Kepala Bagian Media Cetak danMedia Sosial)

:1.Kep^a Bagian Media Cetak danMedia Sosiai WR Rl;
2. Kasubag Sub Bagian AnaDsis Media;
3. Para StafSub Bag'tvi Analisis Media.

: Larissa Amanda Indians.

I. Rapatdibuka jam 15.00 WIB oleh Mohammad EDjazufi.
II. Hasil diskusi bersama Kepala Bagian Medtaksos, Kasubbag Analisis Media, dan paraStafAn^isis

Media, yaitu sebagai berikut:
• Pembuatan pedoman disetujui untuk diakukan;
• Ada kemungkinan jangka panjang, pedoman dapat diken^>angkan menjadi Standard

pperaftjgProcedure (SOP);
• Pedoman dniiai sangat penting den betmanfeat sebagai acuan anafis media agar

dapatmenentuk^ isu secaratepat;
• Dalam pedoman pemiGhan isu analsis media, dapatdltambahkan strategi dant^is

penulis^ rekomendasi isu aktual itu sendiri;
• Pedoman pemtiihan isu dih^pkan dapat dipahami secara jelas oleh rekan-rekan

anaiismedialainnya;
• Usuian dari Ka^bbag agar pedoman mencakup keseluruhan mengenai penyusunan

rekomendasi isu aktual, sehingga pedomai dengan judul awal 'Pedoman PemHihan
Isu Untuk Rekomendasi IsuAktuaT befganti menjadi beijudul Tedoman Penyusunan
Rekomendasi isu Aktual.*

III. Diskusi Ditutup Pukul 16.00 WIB
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Lampiran 2

Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi isu Aktual

A. Pendahuluan

Subbaglan Analisis Media melaksanakan sejumiah keglatan, yaitu melakukan

kliping berita, analisis media cetak, analisis media online, ikhtisar berita, agenda setting,

dan pembuatan rekomendasi Isu aktual. Sejumiah keglatan tersebut, bertujuan untuk

menunjang kinerja dewan dalam membuat citra lembaga agar menjadi lebih positif.

Untuk itu, agar kegtatan dapat dilakukan secara optimal dan efisien, diperlukan pedoman

dalam pelaksanaannya, dalam hal Ini, Penulis akan membuat pedoman penyusunan

rekomendasi isu aktual.

Pembuatan pedoman tersebut, berdasarkan latar belakang masalah masih belum

samanya persepsi tiap analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam

suatu rekomendasi. Hal tersebut terkadang menyebabkan adanya rekomendasi yang

dldrop sehingga menyebabkan pembuatan rekomendasi isu aktual menjadi kurang

efisien.

Oleh karena itu, pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual ini diharapkan

dapat mempermudah kinerja analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat

untuk membuat suatu rekomendasi, dikarenakan setiap analis media memiliki basic atau

dasar yang sama dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analis media juga

diharapkan dapat memahami strategi untuk penulisan rekomendasi.

B. Pengertlan Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi Analisis Media merupakan saran berdasarkan hasil analisis isu

berita, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang, dalam hal ini

seluruh Pimpinan dan Anggota DPR, sebagai acuan untuk memberikan pernyataan atau

respon kepada Pemerintah agar melakukan tindakan dan/atau perbaikan terhadap isu-isu

yang diangkat, dengan mengacu kepada tiga fungsi utama dewan, yaitu pengawasan,

legislasi, dan anggaran.
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C. Pengertian Isu Aktual

Isu aktual merupakan isu y^ng mengangkat peristiwa vang benar-benar sedang

terjadi saat ini, dan tidak menutup kemungklnan akan masih dapat berkembang hingga

beberapa waktu ke depan. Isu aktual Juga berarti isu tersebut sedang hangat dibicarakan

dikalangan masyarakat, atau isuyangdiperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

D. Manfaat dan Tujuan Rekomendasi IsuAktual

Manfaat;

Rekomendasi isu aktual diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan

ketika d\doorstop oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan

citra DPR melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan dewan kepada media melalui

rekomendasi yang dibuat.

Tujuan;

Rekomendasi isu aktual bertujuan untuk memberikan acuan kepada seluruh Pimpinan

DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR Rl guna memudahkan untuk mendapat

informasi terkait pemberitaan maupun isu-isu aktual yang sedang berkembang.

E. Teknikdan Strategj Penentuan Isu

Dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam rekomendasi isu aktual, harus

memenuhi sejumlah ketentuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja

dewan. Berikut pedoman pemilihan isu untuk Rekomendasi Isu Aktual;

1. Pemilihan Isu dapat mellhat isu-isu strategis

Isu strategi merupakan isu dengan gambaran kondisi atau hal yang harus dlperhatikan

atau diprioritas dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Biasanya mencakup isu-isu

terkait di setiap Komisi DPR, seperti keuangan/ekonomi, pendidikan, pangan, dan

sebagainya.

2. Isu harus maslh relevan dengan kondisi ketika rekomendasi akan dibuat

isu yang dipilih harus dengan kisaran waktu pemberitaan paling update atau terbaru,

dan merupakan isu yang akan dan sedang berlangsung, maksimal satu hari yang lalu,

atau bisa dalam jangka waktu beberapa hari lalu namun terdapat perkembangan isu

90



yang perlu diangkat saat ini atau isu tersebut belum mendapatkan respon atau tindak

lanjut dari Pemerintah atau stakeholder terkait.

3. Isumemilikl pengaruh terhadap publik

Isu yang dipilih harus memiliki pengaruh yang cukup besar bagi publik atau

masyarakat luas.

4. Isu terkait dengankepentlngan bariyak kelompok masyarakat

Isu yang diangkat liarus dapat diketahui seberapa penting isu tersebut untuk

diketaliui oieh masyarakat dalam bentuk responatau tanggapandewan,

5. Isuberdampak pada masyarakat luas

Isu yang dipilih merupakan isu yang berdampak luas, khususnya isu yang berdampak

negatif atau kurang baik yang ditimbulkan secara langsung ataupun tidak langsung

kepada masyarakat luas, bukan hanya kelompoktertentu atau perorangan.

6. Isu merupakan Isu momentum

Isu yang dipilih merupakan isu peringatan atau momen-momen kegiatan tertentu,

seperti aksi demo, peringatan harl-hari besar ataupun keagamaan, ataupun

konferensiantar negara yang memiliki dampak bagi Indonesia.

7. Isu berskala naslonal

Isu yang dipilih harus merupakan isu-isu berskala nasional, bukan merupakan isu

regional atau isu yang hanya bersifat aktual disatu kawasan tertentu.

8. Isu terkait bencana

Isu terkait bencana juga dapat dipilih apabila bencana yang dimaksud berupa (1)

bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) yang mengakibatkan banyak korban jiwa ataupun kerusakan lingkungan

atau pembangunan, serta ke depannya berpotensi masih terus berkembang; dan (2)

bencana seperti kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka,

serta mengganggu kelancaran perjalanan, diprioritaskan untuk kecelakaan pesawat,

kapal laut, dan kereta api.

9. Isu berketerkaltan dengan fungsi DPR di bidang pengawasan, legislasi, anggaran,

maupun diplomas!
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Pemilihan isu hendaknya memperhatikdn dan mengkaitkan dengan tugas dan fungsl

DPR dalam bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun diplomasi.

10. Isu memilik) kedelatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikobgis, dan

Ideologis

Isu yang diangkat juga harus memperhatikan kondisi geografis (lokasi peristiwa),

psikologis (keterikatan budaya), dan ideologis (isu terkait keagamaan, tetapi bukan

merupakan keberpihakan atau ikut campur mengenai satu agama tertentu, namun

lebih kepada isu terkait keagamaan yang dapat berpotensi memecaii belah bangsa).

11. Isu yang dipllih memilikinllal berita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakst pada

Dewan

Selain itu, isu yang dipilih agar dapat diarahkan untuk membangun dan meningkatkan

citra positif Dewan di hadapan masyarakat.

12. Isu yang dipiiih untuk mengcounter atau mengimbangi pemberttaan negatif tentang

Dewan.

Isu yang dipilih harus dapat menunjukkan sisi positif Dewan dalam meiakukan fungsi

pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna menunjukkan kepada masyarakat sisi

positif dari DPR Rl.

13. Isu tidak bersi^t politls

Isu yang dipilih tidak berdasarkan kepentingan satu pihak tertentu saja, tidak terkait

partai politik, personal politisi atau pejabat, mengingat DPR R1 merupakan

representatif masyarakat yang menaungi banyak kepentingan dari berbagai Partai

Politik.

14. isu bertentangan dengan regulasi

Isu dapat diangkat apabila isu tersebut berindikasi atau memang bertentangan

dengan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah,

dan regulasi-regutasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

15. Isu untuk mengawasi kinerja Pemerintah

Isu yang diangkat diharapkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap

kinerja Pemerintah, bukan bersifat menyudutkan atau menyalahkan Pemerintah.
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16. Bersifat mendukung kinerja DPRRl

Analis Media harus selalu update dengan kinerja DPR Rl, khususnya dari gotris

terhadap RUU tertentu, sehingga isu terkait RUU juga dapat diangkat dengan tujuan

untuk mendukung DPRRi daiam mensosiaiisasikan suatu RUU.

17. isu menger^l kebljakan yang ditetapkan Pemerintah

tsu yang dipilih dapat berupa isu mengenai kebijakan atau reguiasi yang ditetapkan

Pemerintah dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

18. IsuterkaKtokoh

Isu terkait tokoh dapat diangkat apabila tokoh tersebut meninggal dunia, atau tokoh

tersebut mengucapkan pernyataan dan melakukan sesuatu yang berdampak luas

kepada masyarakat.

19. Isu konflik-konfllk tertentu

Isu mengenai konflik-konflik tertentu yang mengancam pertahanan negara atau

mengancam kehidupan bernegara masyarakat, dapat diangkat, seperti perang,

peristiwa ketegangan, kericuhan, ataupun keberadaan Keiompok Kriminal Bersenjata

(KKB)di Papua.

20. Isu memifiki nllal human fnterest

Isu yang diangkat dapat berupa peristiwa yang terkait dengan kemanusiaan, seperti

perbudakan dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih dijajah, atau peristiwa

yang dapat menimbulkan efek emosi dan simpati.

21. Isu viral atau trending

Isu viral atau trending dapat diangkat apabila isu tersebut valid dan mencakup

sejumlah poin-poin ketentuan pemilihan isu lainnya, misalnya beberapa waktu lalu isu

viralnya brosur pernikahan usia anak yang dikeluarkan oleh wedding organizer. Isu

tersebut dapat diangkat karena memiliki pengaruh bagi masyarakat luas dan

bertentangan dengan Undang-Undang.

F. Teknlk dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Setelah melakukan pemilihan isu, Analis l\iiedia kemudian melakukan pembuatan

rekomendasi dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:
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a. Dalam satu rekomendasi, terdiri dari satu sampai dua kalimat prolog dan diikuti oleh

poin-poin saran, masukan, kritik, harapan, ucapan, dan Iain-Iain;

b. Dalam prolog rekomendasi, menjelaskan permasalahan atas isu yang diangkat secara

jelas;

c. Dalam poin-poin rekomendasi harus memperhatikan tiga fungsi utama DPR, yaitu

penerapan fungsi pengawasan, legislasi, maupun anggaran;

d. Poin rekomendasi berupa kalimat yang bermuatan penilaian, dukungan, saran,

masukan, kritik, harapan, ucapan, dan Iain-Iain yang ditujukan kepada Pemerintah,

lembaga, mitra kerja dewan, masyarakat, atau DPR Rl sendiri;

e. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

paling update terkait isu;

f. Poin rekomendasi Juga bisa berupa penjelasan atau pun pemberitahuan mengenai

progres kinerja DPR Rl, seperti penjelasan mengenai status RUU, dan Iain-Iain

sebagainya;

g. Dalam satu rekomendasi, dapat disertakan data pendukungyang berasal dari institusi

pemerintahan ataupun lembaga yang terpercaya dan terverifikasi;

h. Dapat mencantumkan regulasi atau peraturan terkait apabila diperlukan, seperti

Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang

dikeluarkan Pemerintah;

i. Mengikuti seluruh penggunaan dan ejaan kata baku yang tercantum dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

j. Mengikuti masukan dan arahan dari atasan terkait pembuatan rekomendasi.
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Lampiran 3

RESUME

PENYAMPAIAN USULAN PEktBUATAN PEDOftAN PENYUSUNAN REKOUENDASIISUAKTUAL

Hari/tanggai
Pukul
Tempat
Ksgiatan

PImplnan Kegiatan

Kegiatan dlhadtrf oleh

Notulis

S6nin.17Mel2021
10:00 WIB
RuangMedtaksos, Ni^antara tl DPRRl
Penyampalan Usulan Pembuatan Pedoman Penyusunan Ftekonmiasi isu

Aktual
; Suciati, S.Soe

;1. Kasubbag Analisis Media;
2.ParaStafSiABagian Analt^ Media.

: Larissa Amanda Indiaiti.

I. Rf^dibukajamlO.OCWIBolehSuclati.
II. Hasll difikusi bersama Atasan dan rekan-rekan kerja Analisis Meda, yaltu sebagai berikut;

• Ktesukan dad Kasubbag Analisis Media untuk merevisi ]udul beber^ bagian, yattu
mer^adl Teknk dan Strategi Penentuan isu dan Teknik dan Strat^i Penyusunan
Rekomendasi Isu Aktua);

• KasuUtag mengarahkan agar substansi penentuan Isu memasuidcan keterloitan
dengannilai befita;

• Periu penambahan beberapa bagian seperti psndahuluan, pengertian rekomendasl,
danpengertian Isu aktud;

• Pembuatan pedoman dlliarapkan d^at berdampak pada pembuatan rekomeridasi
yang benar-bet^ merupakan isu aktual dan tidak ketinggalan;

• Dengan adanya pedoman, diharapkan pembuatan rekomendasl isu aktuai dapat topat
waktu sesual target yang teiah ditstapks^;

• Pedoman diharapkan dapat diknplenw)^kan oleh semua analis media;
• Pernbuatan pedoman harus dapat mempermudah kinerja analis media, khususnya

d^m menentukan isu;

• Dalam pedoman pemit^an isu, analis media dharapkan dapat iebtti mudah
mengkategorisasikar Isu-teu yang akhimya dapat ditentukan menjadi isu untuk
rekomendasl isu aktual.

lil.Rapat Ditutup Pukul 11.30 WiB

Malta, 17 Mel 2021
Kepala Bagian

Madia Cet^ dan Media Sosial
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DAFTAR HADIR KEGIATAN

Rancangan Aktuallsasl Dengan Judul "Eflslensi KInerJa Analls MediaMelalui
Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktuar

No. NAMA BAGIAN/UNIT TANDATANGAN
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Lampiran 4

Subbagtan Analisis Media. BagmMedia Ceiak dan Media Sosial
BiroPemberitaan Parlemen

PEDOMAN
PENYUSUNAN
REKOMENDASI

ISU AKTUAL
"DOSA RITUAL

ANALISIS MEDIA

97



Daftar Isi

Pendahuluan 3

Pengertian Rekomendasi Analisis Media 4

Pengertian Isu Aktual 4

Manfaat dan Tujuan Rekomendasi Isu Aktual 5

Teknik dan Strategi Penentuan Isu 6

Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual...14

Langkah Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual 17

Penutup 19
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Pendahuluan

Subbagian Analisis Media melaksanakan sejumlah
kegiatan, yaltu melakukan Wiping berita, analisis
media cetak, analisis media online, ikhtisar berita,

agenda setting, dan pembuatan rekomendasi isu
aktual. Sejumlah kegiatan tersebut. bertujuan untuk
menunjang kinerja dewan dalam membuat citra
lembaga agar menjadi lebih posltif. Untuk itu, agar
kegiatan dapat dilakukan secara optimal dan
efisien, diperlukan pedoman dalam
pelaksanaannya, dalam hal ini, Penulis akan
membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu
aktual.

Pembuatan pedoman tersebut, berdasarkan latar
belakang masalah masih belum samanya persepsi
tiap analis media dalam menentukan isu yang akan
diangkat dalam suatu rekomendasi. Hal tersebut
terkadang menyebabkan adanya rekomendasi
yang didrop sehingga menyebabkan pembuatan
rekomendasi isu aktual menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, pedoman penyusunan
rekomendasi isu aktual ini diharapkan dapat
mempermudah kinerja analis media dalam
menentukan isu yang akan diangkat untuk
membuat suatu rekomendasi, dikarenakan setiap
analis media memiliki basic atau dasar yang sama
dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analis

3
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dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analis
media juga diharapkan dapat memahami strategi
untuk penulisan rekomendasi.

Pengertian Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi Analisis Media merupakan saran
berdasarkan hasil analisis isu berita, yang ditujukan
kepada orang dan/atau badan yang berwenang,

dalam hal ini seluruh Pimpinan dan Anggota DPR,

sebagai acuan untuk memberikan pernyataan atau
respon kepada Pemerintah agar melakukan

tindakan dan/atau perbaikan terhadap isu-isu yang
diangkat, dengan mengacu kepada tiga fungsi
utama dewan, yaitu pengawasan, legislasi, dan
anggaran.

Pengertian Isu Aktual

Isu aktual merupakan isu yang mengangkat
peristiwa yang benar-benar sedang terjadi saat ini,
dan tidak menutup kemungkinan akan masih dapat
berkembang hingga beberapa waktu ke depan. Isu
aktual juga berarti isu tersebut sedang hangat
dibicarakan dikalangan masyarakat, atau isu yang

diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.
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Manfaat dan Tujuan ReKomendasi Isu Aktual

Manfaat:

Rekomendasi isu aktual diharapkan dapat
membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika
didoorstop oleh wartawan dan juga diharapkan
dapat membantu meningkatkan citra DPR melalui
pernyataan-pemyataan yang disampaikan dewan
kepada media melalui rekomendasi yang dibuat.

Tujuan:

Rekomendasi isu aktual bertujuan untuk
memberikan acuan kepada seluruh Pimpinan DPR,
Anggota DPR, dan Sekretariat Jendera! DPR Rl
guna memudahkan untuk mendapat informasi
terkait pemberitaan maupun isu-isu aktual yang

sedang berkembang.
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Teknik dan Strategi Penentuan Isu

Dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam
rekomendasi isu aktual, haais memenuhi sejumlah

ketentuan yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan dan kinerja dewan. Berikut pedoman
pemilihan isu untuk Rekomendasi Isu Aktual:

1. Pemilihan Isu dapat melihat Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan isu dengan gambaran
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

diprioritas dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) di masa mendatang. Biasanya

mencakup isu-isu terkait di setiap Komisi DPR,

seperti keuangan/ekonomi, pendidikan, pangan,

dan sebagainya.

2. Isu harus masih relevan dengan kondisi
ketika rekomendasi akan dibuat

Isu yang dipilih harus dengan kisaran waktu

pemberitaan paling update atau terbaru, dan
merupakan isu yang akan dan sedang
berlangsung, maksimal satu hari yang lalu, atau

bisa dalam jangka waktu beberapa hari lalu namun
terdapat perkembangan isu yang perlu diangkat
saat ini atau isu tersebut belum mendapatkan

102



respon atau tindak lanjut dari Pemerintah atau
stakeholder terkait.

3. Isu memiliki pengaruh atau dampak
terhadap publik

Isu yang dipilih harus memiliki pengaruh atau

dampak yang cukup besar bagi publik atau
masyarakat luas, khususnya terkait isu yang

berdampak negatif atau kurang balk yang
ditimbulkan secara langsung ataupun tidak
iangsung kepada masyarakat luas, bukan hanya

kelompok tertentu atau perorangan.

4. Isu terkait dengan kepentingan banyak
kelompok masyarakat

Isu yang diangkat harus terkait dengan kepentingan
banyak kelompok masyarakat, bukan hanya
kelompok masyarakat tertentu saja. Selain itu,
harus dapat diketahui seberapa penting isu
tersebut untuk diketahui oleh masyarakat dalam
bentuk respon atau tanggapan dewan.
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5. Isu memiliki kedekatan dengan masyarakat
(Proximity)

Isu hendaknya memiliki kedekatan peristiwa
terhadap khaiayak secara geografis, psikologis,
dan ideologis. Kondisi geografis yaitu isu hams
memperhatikan lokasi peristiwa. Kondisi psikologis
yaitu isu juga hams memperhatikan keterikatan
budaya ataupun pola pikir dengan masyarakat.
Terakhir yaitu secara ideologis, seperti isu terkait
keagamaan, tetapi bukan merupakan keberpihakan
atau ikut campur mengenai satu agama tertentu,
namun lebih kepada isu terkait keagamaan yang
dapat berpotensi memecah belah bangsa.

6. Isu merupakan isu momentum

Isu yang dipilih merupakan isu peringatan atau
momen-momen kegiatan tertentu, seperti aksi
demo, peringatan hari-hari besar ataupun
keagamaan, ataupun konferensi antar negara yang
memiliki dampak bagi Indonesia.

7. Isu berskala nasional

Isu yang dipilih hams merupakan isu-isu berskala
nasional, bukan merupakan isu regional atau isu
yang hanya bersifat aktual di satu kawasan
tertentu.
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8. Isu terkait bencana

Isu terkait bencana juga dapat dipilih apabila

bencana yang dimaksud berupa (1) bencana alam,
seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan
kebakaran hutan dan lahan (karhutia) yang
mengakibatkan banyak korban jiwa ataupun
kemsakan lingkungan atau pembangunan, serta ke
depannya berpotensi masih terus berkembang; dan

(2) bencana seperti kecelakaan yang
mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka,
serta mengganggu kelancaran perjalanan,

diprioritaskan untuk kecelakaan pesawat, kapal
laut, dan kereta api.

9. Isu berketerkaitan dengan fungsi DPR di
bidang pengawasan, legistasi, anggaran,
maupun diplomasi

Pemilihan isu hendaknya memperhatikan dan
mengkaitkan dengan tugas dan fungsi DPR dalam

bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun

diplomasi.
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10.ISU yang dipilih memitiki nilat berita untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat
pada Dewan

Selatn itu, isu yang dipilih agar dapat diarahkan
untuk membangun dan meningkatkan citra positif
Dewan di hadapan masyarakat, dalam
menjalankan peran dan fungsi-fungsi dewan di

bidang pengawasan, legislasi, maupun anggaran.

11. Isu yang dipilih untuk mengcounter atau
mengimbangi pemberitaan negatif tentang

Dewan.

Isu yang dipilih harus dapat menunjukkan sisi
positif Dewan dalam melakukan fungsi
pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna
menunjukkan kepada masyarakat sisi positif dari
DPR Rl.

12. Isu berketerkaltan dengan regulasi

Isu dapat diangkat apabila isu tersebut memiliki
keterkaitan dengan suatu regulasi yang berlaku,
khususnya apabila suatu isu benndikasi atau
bertentangan dengan regulasi, seperti Undang-
Undang, Peraturan Presiden, Peraturan

Pemerintah, dan regulasi-regulasi yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.

10
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13. Isu untuk mengawasi kinerja Pemerintah

Isu yang diangkat diharapkan untuk memberikan

kritik, saran, dan masukan terhadap kinerja
Pemerintah, bukan bersifat menyudutkan atau

menyalahkan Pemerintah.

14. Bersifat mendukung kinerja DPR Rl

Analis Media harus selalu update dengan kinerja
DPR Rl, khususnya dan goals terhadap RUU
tertentu, sehingga isu terkait RUU juga dapat
diangkat dengan tujuan untuk mendukung DPR Rl

dalam mensosialisasikan suatu RUU.

15. Isu mengenal kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah

Isu yang dipilih dapat berupa isu mengenai
kebijakan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah

dan berdampak pada kepentingan masyarakat
luas.

16. Isu terkait tokoh

Isu terkait tokoh dapat diangkat apabila tokoh
tersebut meninggal dunia, atau tokoh tersebut
mengucapkan pemyataan dan melakukan sesuatu
yang berdampak luas kepada masyarakat.

11
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17.1SU konflik-konflik tertentu

Isu mengenai konflik-konflik tertentu yang
mengancam pertahanan negara atau mengancam
kehidupan bernegara masyarakat, dapat diangkat,
seperti perang, peristiwa ketegangan, kericuhan,
ataupun keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata
(KKB) di Papua.

18. Isu memiliki nilai human interest

Isu yang diangkat dapat benjpa peristiwa yang
terkait dengan kemanusiaan, seperti perbudakan
dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih
dijajah, atau peristiwa yang dapat menimbulkan
efek emosi dan simpati.

19. tsu viral atau trending

Isu viral atau trending dapat diangkat apabila isu
tersebut valid dan mencakup sejumlah poin-poin
ketentuan pemilihan isu lainnya, misalnya beberapa
waktu lalu isu viralnya brosur pernikahan usia anak
yang dikeluarkan oleh wedding organizer. Isu
tersebut dapat diangkat karena memiliki pengaruh
bagi masyarakat luas dan bertentangan dengan
Undang-Undang.

12
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20. Isu tidak bersifat politis

Isu yang dipilih tidak berdasarkan kepentingan satu
pihak tertentu saja, tidak terkait partai politik, dan
tidak untuk personal politisi atau pejabat,
mengingat DPR Rl merupakan representatif
masyarakat yang menaungi banyak kepentingan
dari berbagai Partai Politik.

13

109



Teknikdan Strategi Penyusunan Rekomendasi
Isu Aktual

Setelah melakukan pemilihan isu, Analis Media
kemudian melakukan pembuatan rekomendasi
dengan langkah-langkah dan strategi sebagat
berikut;

a. Dalam satu rekomendasi, terdiri dari satu sampai

dua kalimat prolog dan diikuti oleh poin-poin saran,
masukan, kritik, harapan, ucapan, dan Iain-Iain;

b. Dalam prolog rekomendasi, menjelaskan
permasalahan atas isu yang diangkat secara jelas;

c. Dalam poin-poin rekomendasi harus
memperhatikan tiga fungsi utama DPR, yaitu
penerapan fungsi pengawasan, iegislasi, maupun

anggaran;

d. Poin rekomendasi berupa kalimat yang
bermuatan penilaian, dukungan, saran, masukan,

kritik, harapan, ucapan, dan Iain-Iain yang ditujukan
kepada Pemerintah, lembaga, mitra kerja dewan,
masyarakat, atau DPR Rl sendiri;

e. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi paling

update terkait isu;
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f. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat
merekomendasikan kebijakan atau langkah-

langkah tertentu yang hams dilakukan oleh
stakeholders yang telah ditentukan;

g. Poin rekomendasi juga bisa berupa penjelasan
atau pun pemberitahuan mengenai progres kinerja
DPR Rl, seperti penjelasan mengenai status RUU,
dan Iain-Iain sebagainya;

h. Dalam satu rekomendasi, dapat disertakan data
pendukung yang berasal dari institusi pemerintahan
ataupun lembaga yang terpercaya dan terverifikasi;

i. Dapat mencantumkan regulasi atau peraturan
terkait apabila diperlukan, seperti Undang-Undang,
Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan

peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah;

j. Mengikuti seluruh penggunaan dan ejaan kata

baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI);

k. Penulisan nama instansi atau lembaga dalam
satu rekomendasi harus ditulis lengkap, yang

kemudian diikuti dengan penulisan nama singkatan
atau akronim di dalam kurung, sehingga apabila

nama instansi atau lembaga tersebut disebutkan
kembali dalam satu rekom yang sama, cukup
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menyebutkan nama singkatan atau akronimnya
saja;

1. Apabila menuliskan kata yang berakronim atau
singkatan dalam satu rekomendasi, harus terlebih
dahulu menuliskan kepanjangannya. Jika akan
menuliskan kembali, akronim atau singkatan dalam
satu rekom yang sama, maka cukup menuliskan
akronim dan singkatannya saja;

I. Mengikuti masukan dan arahan dari atasan terkait
pembuatan rekomendasi.

16
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Langkah Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Setelah memahami strategi penentuan isu dan

penyusunan rekomendasi isu aktual, analis
diharapkan mampu memahami sejumlah langkah
berikut untuk mempermudah penyusunan
rekomendasi:

a. Analis melakukan issue scanning terhadap
pemberitaan-pemberitaan di media cetak, online,
sosial, maupun siaran;

b. Analis memilih salah satu isu yang diprioritaskan
sesuai dengan strategi penentuan isu untuk
diangkat menjadi sebuah rekomendasi;

c. Analis menentukan permasalahan pokok yang

akan diangkat untuk menyusun kalimat prolog,
sehingga prolog rekomendasi langsung mengacu
kepada permasalahan yang akan diangkat;

d. Analis dapat menambahkan data-data yang

dibutuhkan dalam prolog beserta sumbernya, untuk
mendukung dan memperkuat permasalahan yang
diangkat;

e. Setelah membuat prolog, analis menentukan
poin-poin rekomendasi yang berurutan sesuai
prioritas penyelesaian masalah;
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f. Analis harus dapat menentukan stakeholders

yang ditujukan dalann setiap poin rekomendasi.
Stakeholders dapat berupa Pemerintah, Lembaga

ataupun Instansi, maupun masyarakat.
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PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual in!
agar dapat digunakan sebagai acuan Analis Media
untuk dapat menyusun rekomendasi isu aktual
yang tepat. Selain itu, agar pedoman ini agar dapat
bermanfaat bagi pembaca lainnya sebagai
referensi membuat rekomendasi isu aktual.

Kepala Bagian
Media Cetak dan Media Sosial

i. Mohammad Diazuli. M.Si.j^^i*>
NIP: 19651031 199403 1 002
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Lampiran 5

RESUUtE

SOSIAUSASIPEDOIMN PEMYUSUNAN REKOUENDASftSU AKWAL

HaiVtangg^ ; Jumat 4 Juii 2021
Pukul ; 10:00 WtB

Tmpat ; Ruang Medtaksos, Nusantara11 DPRRf
Kegialan : Sosidi&asi Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual
Pknphan Kegiatan : Sudati

Ka^atardliadin oleh ; 1. Kasubbag Aralisis Mstfia;
2.ParaStafSubBagian Analisis Media.

Notulis : LarissaAmanda IndianU.

Kegiat^ sosidlsasi<fibuka jam 10.00WIB oleh SudaH.
HasI dtekusi bersama Kasubb^ Analbis Media dan rekan-fBkan kerja Analsis Media, yaitu
sebagal berlkut

• Pointers d^an Bagian Teknik dan Penenbian bu agar bdak tnen^uoakm
kaimat negatif, seperti pointer yaig s^umnya tertulls 'Isu bertentangan dengtfi
kebljakan atau regulasi' dapat diganti dengan isu terkait keb^k£m yang dltetspkan
Pemermtah;

• Penjelasansetiappointeragar 6apei diperkuat'
• Pedoman terHhat teriaki banyak tufisan, oleh karena itu disffankan pembaca dapal

membaca bagian yang ditebafkan {tmkfi terlebih dahulu. Apablla madh behim
memaham), bamdilanjuUtan dengan membaca penjelasan;

• Perlu penambahan subbagian mengenal langkah-largkah penyusunan rekomendasi
isu akiual.

III. Kegiatan Ditaitup Pukul 11.30WIB
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DAFTAR HADIR KEGIATAN

Rancangan Aktualisasi Dengan Judul "Efisiensi KInerJaAnalls Media IVIelalui

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual"

HARI/TANGGAL; Jum'at, 4 JunI 2021

No. NAMA BAGIAN/UNIT TANOATANGAN

1 Sudatt^ S.Sos. Kasubag Analis Media 9m.
2 (ix -
3 E<

. V

4

5 j\K ' "
6 H
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8 i
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Lampiran 6

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Rekomendasi Isu Aktual

9 ]uni2021

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan harga pangan naik hamplr 40-
50 pereen dalam beberapa waktu terakhir, seperti komoditas miDyak nabati,
da^g, gula, serealla, dan produk susu. dlkarenakan juga teijadl lonjakan harga
pangan global, sehingga berpotensl mempengaruhl Nflai Tukar Petani (NTP) dan
Nilal TukarNelayan (NTN) padatahun2022.DPR perlu:
a. Mendorong Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kenalkan

harga pangan diIndonesia, mengingat pergerakan harga pangan bergantung
pada cuaca dan dUtribusi dl tengah situasl pandemi Covid-19 yang helum
berakhlr. sehingga Pemerintah harus mampu mengantlsipasJ perubahan
/kebijakan negara lain secara tiba-tlba, terutama kebijakan yang berkaitan
Idengan bahan pangan. Karena sampai saat in! Indonesia maslh banyak

( \bergantung pada bahan pangan Impor;
bJ Mendorong Pemerintah agar terus mengawasl dan mencennati produkai

bahan pangan dan kepastlan pasokan pangan di Indonesia, khususnya
> \ ^omoditas-komodlias yang mengalami kenalkan harga, serta memastikan

/ komoditas pangan utama lainnya sepertl beras, jagung. gandum, danlainnya
\ V ,tetap terjaga pasokan dan harganya;
I^Qj Mendorong Pemerintah bersama Badan Pusat Statistlk (BPS) memperhatlkan
\ \ NTP dan NTN di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan
, ^Nsaat Ini, mengingat NTP dan NTN merupakan salah satu indikator untuk

\mengetahul tingkat kemampuan atau daya beli petani dan nelayan di wilayah
pedesaan;
Mendorong Pemerintah melakokan upaya untuk terus meningkatkan daya

7beli masyarakat dl tengah situasi naiknjn harga pangan saat Inl, mengingat
penlngkatan ekonomi naslonal harus didukung oleh peningkatan daya beli
masyarakat danmemullhnya kondlsi pandemi Covid-19;

e. Mendorong Pemerintah mengupayakan untuk mengutamakan produksi
pangan dari dalam negeri atau dari petani lokal ketlmbang mengandalkan
bahan pangan tmpor, mengingat saat inl tengah terjadl situasi kenalkan
bahan pangan global yang dapat berpengaruh terhadap nalknya bahan
pangan yang dijual di dalam negerL

2. Alat Tjunami forty Warning System (TEWS) ataualat peringatan dinl tsunami
yang dipasang sejak 10 tahun lalu oleh Badan Meteorologl, Klimatologi, dan
Geofislka (BMKG) sudahhamplr usang, sebaglan mulal tldakberfungsi. danjuga
ada yang hllang, DPR perlu:
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BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

a. Mendorong BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
bersama Pemeiintah Daerah (Pemda) segera melakukan pendataan dan

pengecekan terhadap titik-tltik yang sebelumnya telah ditetapkan untuk
dUakukan pemasangan TEWS, sehlngga sirene peringatan tsunami yang
sudah tidak berfimgsi dan hQang dapat segera diperbaharui dan ditambah;

b. Mendorong BMKG dan BPPT mempersiapkan anggaran yang mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sistem peringatan dini gempa dan

tsunami, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan
s^mlah wilayah yang terindikasi rawan terhadap terjadi gelombang

tsunami, sehingga keberadaan buoy dengan kualitas yang baik menjadi hal
yang penting;

c. Menyampaikan bahwa DPR RI mendukung BMKG dan BPPT dalam
pengadaan dan pengembangan TEWS produk buatan dalam negerl. seperti

InaBuoy, namun tetap harus memastlkan TEWS tersebut memillki kualitas,
fungsi, dan keakuratan yang baik^

d. Mendorong BMKG agar dapat mensosialiaasikan kepada Pemda mengenat
perawatan dan peremajaan TEWS, mengingat pentingnya fungsi TEWS

sebagai perangkat untuk mitigasi tsunami;
e. Mendorong Pemda, khususnya bagi Pemda di wllayah-wilayah rawan

tsunami, selain memastikan ketersedlaan TEWS,juga mempersiapkan sarana
dan prasarana mitigasi di sejumlah pantai-pantal, termasuk rambu-rambu

dan jalur evakuasi di pennukiman, sebagai kelengkapan pendukung mitigasi
bencana tsunami;

f. Mendorong Pemerintab berkomitmen membangun kesiapslagaan dalam
mengbadapt adanya ancaman bencana tsunami maupun gempa dl Indonesia,
salah satunya dengan mengoptimalkan sistem peringatan dini tsunami atau
Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).

3. Terkait mulai disosialisasikannya draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (RKUHP) tahun 2019 ke 11 kota sejak Februari hingga lunl 2021 dan saat
ini tengah beredar draf RKUHP yang menjadi perbatian masyarakat. DPR perlu:
a. Menjelaskan bahwa draf yang tengah beredar dan menjadi perhattan

masyarakat saat ini bukanlah draf final. Hingga kinl, belum ada pembahasan
resml mengenal RKUHP antara DPR dan pemerlntah, karenanya DPR akan
memanggll Kementerian Hukum dan Hak Asasl Manusia (Kemenkumham)
untuk membahas kelanjutan dari RKUHP;

b. Menyampaikan bahwa DPR dan Pemerlntah akan tetap berupaya untuk

transparan dalam melakukan pembahasan. DPR juga akan terbuka untuk
menerima masukan serta asplrasl masyarakat sehlngga Undang-Undang yang
dlhasQkan dapat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
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c Menyampaikan bahwa DPR sebagal lembaga legislatif akan terus berupaya
imtuk menyelesatkaD pembabasan Rancangan Undang-Undang. kbususnya
yasg telab masuk dalam Program legislasl Nasional (Protegnas) Priorltas,
karenanya DPR meminta dukungan dan partUipasi masyarakat dalam
menyelesaikan dan menghasilkan Undang-Undang yaog aspiratlf dan
partisipatil

4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipU (Di^en DukcapU)
Kementerian Dalam Negerl (Kemendagrl) tengah mempersiapkan Inovasluntuk
memindahkan informasi data l^endudukan dalam e-KTP dari blanko ftsik ke
digital sehingga dapat disimpan di telepon genggam (Handphone/HP). DPR
periu:
a. Menyampaikan bahwa dalam menjawab tantangan teknologi informasi yang

pesat. inovasi dalam pendataan kependudukan sangat dlbutuhkan. Namun,
Dukcapil Kemendagrl harus mengkaji secara cermat dan mendalam serta
memperbatlkan berbagal aspek terutama keamanan data kependudukan
yang belakangan Ini kerap diretas dan disalahgunakan oleb oknum yang
tidak bertanggunggjawab;

b. Meminta penjeiasan Kemendagrl mengenai rencana tersebut mengingat
selain penyimpanan data di HP, pemerintah juga dapat melacak data
penduduk melalui pergerakan HP penduduk yang berisikan data
kependudukan digital, bal ini tentu perlu mendapatkan penjeiasan lebib

" lanjut mengenai maksud dao tujuandari pelacakanHPmllik penduduk^
c. ,Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagrt untuk tetap memberikan perhatian

pada perbaikan sistem pelayanan pembuatan e-KTP, seperti meningkatkan
kecepatan pelayanan dan mempedbatikan ketersediaan blanko yang kerap
menjadi bambatan dalam pencetakan e-KTP;

d. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menlngkatkan sistem
keamanan data kependudukan yang dimiliki pusat maupun daerah agar
sistem tersebut tidak mudah diretas dan dimanfaatkan oleb oknum untuk

dijual belikan secara bebas guna mendapatkan keuntungan prlbadL

5. Menteri Investasi-Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
mengungkap fakta bahwa banyakkawasan industri di KawasanEkonomi Khusus
(KEK)Indonesia tidak diminati banyak investor. DPRperiu:
a. Mendorong Pemerintah meminta kepada pemilik atau pengelola kawasan

industri di KEK untuk menetapkan harga jual tanah disesuaikan dengan nilai
Jual objek pajak (NJOP) dan meminta untuk tidak mengambil keuntungan
teriaiu besar. mengingat tingginya harga tanah menjadi indikator penentu
minat investor untuk berinvestasi;
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b. Mendorong Femerinuh Daerah (Pemda) untuk mempermudah dan
mempercepat proses perizinan, sehingga KEK dapat segera dikembangkan,
guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di KEK;

c. Mendorong Pemda melakukan studi banding kepada Pemda lain yang telah
berbasil melakukan pembangunan kawasan mdustri dan menarik minat
investor dalam KEK. sepertl kawasan industrl terpadu (KIT) Batang, Jawa
Tengah. sehingga daerah lain dapat mengadopsl slstem KIT Batang dan
mempercepat proses pembangunan di KEK;

d. Mendorong Pemerintab untuk membuat prioritas Jenis industrl yang akan
dibangun, yaitu industrl yang memlliki potensl cepat bericembang dan
dlbutuhkan banyak orang, seperti teknologi dan manufaktur, sehingga
investor tertarlk untuk menanamkan modalnya;

e. /Mendorong Pemerintah untuk membuat infrastruktur pendukung bagl
A pembangunan KEK, seperti kemudahan akses transportasi, sehingga Industrl

Idi KEK dapat cepat berkembang. V\ - A

cTJEN
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Retounendasi Isu Aktual

Mel 2021

1. Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako, DPR periu:
a. Meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengk^ dan

mempertimbang kembaii rencana pengenaan tarif PPN
tersebut, mengingat saat ini ekonomi belum pulth dan daya beli
masyarakat masih lemab akibat pandemi Covid-19, sehingga
pengenaan tarif PPN pada sembako akan semakin menekan
daya beli masyarakat. terutama yang memillki pendapatan
rendah;

b. Meminta Kemenkeu mempertimbangkan kondisi usalia mikro,
kecil. dan menengah (UMKM) apabila sembako dikenakan tarif,
sebab banyak UMKM yang pendapatannya menurun. bahkan
terpaksa gulung tikar akibat pandemi Covid-19, mengingat
UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan dan
pertumbuhan ekonomi, sehingga jangan sampai pengenaan tarif
PPN sembako semakin menekan pendapatan UMKM;

c. Mendorong Kemenkeu menunda pengenaan tarif PPN pada
sembako maupun rencana kenaikan tarif PPN bada barang
lainnya hingga pandemi benar-benar berakbir dan ekonomi
masyarakat dipastikan sudah puUh, sehingga penetapan tarif
PPN tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan masyarakat
ketika daya beli mereka sudah tinggi;

d. Mendorong Pemerintah mengoptimalkan realisasi bantuan
sosial dan maupun program perlindungan sosial lainnya untuk
menstimulus daya bell dan meningkatkan konsumsi masyarakat,
sehingga ekonomi masyarakat dapat segera pulih;

e. Mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan dan mencari
altematif lain untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti
mengoptimalkan potensi bea cukai dan meningkatkan pe^ak
penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta melakukan
reformasl perpajakan berbasis teknologi.

2. Presiden R] menargetkan 1 juta vaksinasi per hari yang dimulai
pada Juli 2021. Pemerintah berencana mulal memperluas
pemberian vaksin bagi kelompok masyarakat berusia 18 tahun ke
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atas yang sebeluznnya sudah dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai
pilot project, DPR perlu:
a. Mengingatkan pemerintah bahwa realisasi 1 juta vakslnasi per

hari sulit dilakukan jika ketersediaan stok vaksin terbatas,
karenanya untuk mendukung target program vaksinasi massal
pemerintah hams memastikan kebutuhan vaksin di daerah
dapat terciikupi;

b. Mendorong Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk
memberikan eirahan kepada setiap Pemda sebagai bahan
pertimbangan untuk mempercepat vaksinasi warga berusia 18
tahun ke atas, agar Pemda juga terdorong untuk segera
memulai vaksinasi warganya sehingga target vaksinasi dapat
terpenuhi;

cl Mendorong Kementerian Kesehatan bersama Satuan Tugas
I Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk

roelaksanakan evaluasi vaksinasi secara berkala untuk

mengetahui hal-hed yetng mei\jadi hcimbatan saat vaksinasi.
sehingga dapat dicari solusi tepat untuk mempercepat
vaksinasi;

d. Mendorong Kemenkes dan Pemda melalui Dinas Kesehatan
. selain memperbanyak sentra vaksinasi agar mudah dijangkau
^ masyarakat, pemerintah juga perlu untuk menggiatkan program

vaksinasi jemput bola imtuk meiyangkau masyarakat yang
kesulitan datang ke sentra vaksinasi seperti kelompok
masyarakat lanjut usia;

e. Mendorong Pemda melalui Dinas Kesehatan setempat untuk
aktif melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada
warganya tentang cara mendapatkan vaksin, mengingat banyak
warga yang berinisiatif untuk segera divaksin namun tidak
mengetahui tata cara untuk mengakses vaksin Covid-19.

3. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi listrik
dan elpiji tiga kilogram (kg) pada tahun 2022, penyaluran bantuan
direncanakan akan terhubung dengan program bantuan sosial
lainnya sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DPR perlu:
a. Menyambut baik rencana penyaluran bantuan menggunakan

satu basis data yang sama, sebab hal ini dapat memlnimalisir
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pemberian subsidi listxik dan elpiji tiga kg yang kerap tidak
tepat sasaran, yang berdasarkan data hanya 26 person
masyarakat miskin dan rentan miskin yang menikmati subsidi
listrik;

b. Mendorong pemerintah untuk mengkaji secara matang
penggunaan DTKS sebagai dasar untuk pemberian bantuan
sosial, sebab hingga kini masih ditemukan sejumlah masalah
pada DTKS yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial
tidak tepat sasaran;

c. Mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat
Statistik (BPS) dan lembaga independen dalam proses
perobaruan DTKS sehingga tidak teijadi bias data terkait calon
penerima subsidl;

d. Menyampaikan bahwa DPR akan terus mendukung upaya
j pemerintah dalam menangani pennasalahan DTKS, khususnya
' melakukan pembersihan dan verifikasi data secara berkala

sehingga DTKS siap menjadi rujukan untuk penyaluran seluruh
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Rdosnendasl Isu Aktoal

lljuid2021

1. Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah, rencana tersebut
tercantum daiam draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6
tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpc^akan
(RUU KUP), DPR perlu:
a. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemeckeu) untuk

memberikan pei^elasan kepada masyarakat mengenai rencana
pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan, roengingat Jika
rencana itu diterapkan tentu akan semakin meioberatkan
masyarakat karena biaya pendidikan baik formal, nonformal,
dan informal akan mengalami kenaikan;

b. Mendorong Kemenkeu untuk mengkaji dan mempertlmbangkan
kembali rencana pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan,

^ dan mengusulkan untuk mengenakan pajak pada sekolah dan
universitas swasta temama yang anak didiknya merupakan
masyarakat kalangan atas dan ekspatriat;

V c, Mendorong Kemenkeu untuk segera menyerahkan draf RUU
'< KUP kepada DPR agar dapat segera dibahas lebih lanjut,
^ mengingat saat inidraftersebutlebih dulu bocor dan beredardi

masyarakat sehingga mengakibatkan keresahan yemg berujung
polemik;

d. Menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU KUP, DPR akan
selalu memperhatikan kondisi masyarakat saat ini yang belum
pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19, agar UU yang
dihasilkan tidak memheratkan masyarakat. DPR juga akan
mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain
yang tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan
masyarakat.

2. Pemerintah menargetkan dlgitalisasi 30 juta usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) pada tahun 2024, DPR periu:
a. Mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Kemenkop UKM) mempercepat realisasi rencana tersebut,
mengingat per Maret 2021 sebanyak 21% pelaku UMKM telah
mampu memasarkan produknya lewat platform digital, sehingga
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bukan tidak mimgkin digitalisasi 30 juta UMKM bisa dicapai
lebih cepat dari target yang ditentukan;

b. Mendorong Kemenkop UKM segera menyusun peta jalan,
anggaran, serta strategi program percepatandigitalisasi UMKM
sebagai bentuk komitmen pemerintoh merealisasikan rencana
tersebut;

c. Mendorong Pemerintah raenyiapkan infrastruktur serta sarana
dan prasarana digital yang mumpuni serta praktis, berupa
platform dan sistem digital hingga penyediaan smartphone.
sehingga seluruh UMKM dapat mudah terdigitalisasi;

d. Mendorong Kemenkop UKM memberikan pelatihan dan
pendampingan kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka
mampu mengembangkan produk yang berkualitas dengan
sistem yang baik, serta jangkauan pemasaran produknya bisa
lebih luas;

e. Mendorong Kemenkop UKM meryadikan komunitas-koinunitas
UMKM meiyadi mitra dalam menjalankan percepatan
digitalisasi UMKM.

3. ^dan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan
bahwa obat Ivennectin yang saat ini disebar ke beberapa daerah
sebagai obat pasien Covid-19 merupakan obat keras, tidak dqual
bebas yang penggunaannya hams dengan resep dokter, serta
memiliki efek samping yang cukup beragam. DPR perlu;
a. Mendorong BPOM untuk memberikan penjelasan secara masif

kepada masyarakat mengenai kandungan dan dampak obat
tersebut jika digunakan oleh pasien Covid-19 secara bebas
tanpa resep dokter, sehingga masyarakat dapat memahami dan
tidak salah dalam menggunakan obat-obatan;

b. Meminta BPOM bekeija sama dengan Kepolisian unfuk
mengawasi peredaran obat tersebut agar tidak dapat dibeli
secara langsung oleh masyarakat mengingat bahaya efek
samping obat tersebut jika digunakan tanpa pangawasan
dokter:

c. Mendorong Kementerian Kesehatan dan BPOM berkoodinasi
dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk
menginformasikan obat-obatan yang aman digunakan pasien
terinfeksi Covid-19 untuk memperkuat imunitas tubuh;
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d. Mengimbau masyarakat untuk mengkonsultasikan penggunaan
obat kepada dokter dan tidak mengkonsumsi obat-obatan secara
bebas tanpa mengetahui kegunaan, kandungan, dan efek
samping serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari obat
tersebut, guna menjamin keamanan penggunaan obat dalam
upaya menjaga diri terbindar dari Covid-19.
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Rekomendasi Isu Aktual

14 Juni 2021

1. Peningkatan kasus Cov1d-19 yang tetjadl saat Inl dapat mengakibatkan krisU
tenaga media dikarenakan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) ikut terpapar
virus corona, DPR perlu:

a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan imtuk melakukan pendataan ke nimah sakit-rumah sakit.
sebingga dapat diketahul kebutuhan nakes di setiap rumah sakit;

b. Mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk
memberikan penambahan nakes ke rumah sakit-nimah sakit yang

membutuhkan penambahan nakes, seperti dengan mengalokasUian nakes
dari rumah sakit lain ke rumah sakit yang kekurangan nakes;

c. Mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk
berupaya menjaga kesehatan para nakes dalam bekeija, seperti dengan
mengatur jam ketja nakes, pemberian asupan vitamin, dan kelengkapan Alat
Pelindung Diri (APD), mengingat nakes berisUco terpapar virus karena
kelelahan yang dapat berpotensi menunmkan daya tahan tubuh;

d. Mendorong Kemenkes mensosialisaslkan kepada rumah sakit mengenai
prosedur atau tata cara pengajuan nakes tambahan apabila rumah sakit
tersebut kekurangan nakes akibat banyak nakes yang terpapar Covid-19;

e. Mendorong Kemenkes memastikan Pemerlntah Daerah (Pemda) memiiiki
anggaran untuk memenuhi nakes tambahan di rumah sakit yang
membutuhkan penambahan nakes dengan tetap mengikuti aturan dl
Keputusan Menteri Kesehatan;

f. Mendorong Kemenkes mencari relawan yang sesuai dengan kriteria dan
kemampuan yang dlbutuhkan untuk membantu tugas nakes dalam
penanganan pandemi Covid-19;

g. Mendorong Kemenkes agar mengarahkan dan mengimbau para lulusan
tenaga kesehatan, terutama yang belum bekerja, untuk dapat mengabdikan
diri dengan menjadi relawan Covld-19 untuk membantu Pemerintah
memenuhi kekurangan nakes.

2. Sampai saat Ini program vaksinasi vims corona masih belum menyentuh ke
anak-anak, padahal penyebaran virus semakin meluas dan pembelajaran secara
tatap muka akan dilakukan dalam kunm waktu dua mlnggu lagi, DPR perlu:
a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Qcatan Dokter

Anak Indonesia (IDAI), Indonenon Technical Advisory Group on hnmuniiation
(ITAGl}, dan organisasi lainnya terkait vaksinasi anak. untuk terns mengkaji
keamanan vaksin bagi anak-anak atau masyarakat yang berusia di bawah 16
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tahiiTi, mengtDgat vaksiti Sinovac, Pfizer, dan AstraZeDeca bam

dlrekomendasikan bagi masyarakat yang benisla dl atas 16 tahun;
b. Mendorong Kemenkes bersama IDAIimtuk memastlkaB persiapan proses ujl

kllnis vaksln kepada aoak-anak dllakukan secara hatl-hatl dan bertahap, agar
vaksinasi pada anak nantinya tidak akan roenimbulkan efek samplng yang
mengkhawatirkan dan berdampak jangka panjang bagi tumbuh kembang
anak;

c. Mendorong Kemenkes bersama peneliti vaksin agar terus meneliti jenis-jenis
vaksin yang telab mendapatkan perizinan edar di Indonesia dengan
memperbatikan aspek keamanan, tolerabilitas dan imimogenisttas, beserta
dosls yang tepat untuk dlberlkan kepada anak-anak.

3. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan pembeltan delapan kapal
perang buatan perusahaan senjata asal Italia, Ftncantleri. dengan rlncian enam
kapai perang kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale yang telah
dimodemisasl, DPR periu:

a. Mendorong Kemenhan untuk membertkan penjelasan kepada DPR mengenal

asal anggaran yang digunakan untuk pembellan alat utama sistem senjata
(ahitslsta) tersebut, menglngat belum ada pembahasan terkait anggaran

V pembelian delapan kapal perang tersebut dengan DPR;
' b. Mendorong Kemenhan bersama TNI untuk menjelaskan kepada DPR

y mengenal tujuan pembellan dan rencana pemanfataan delapan kapal perang
tersebut dalam mempericuat pertahanan perairan Indonesia;

. c. Menyampaikan bahwa DPR akan mendukung upaya Pemerlntah dalam

memperkuat pertahanan seluruh wllayah Negara Kesatuan RepubUk
Indonesia (NKRI), karenanya diharapkan pemerlntah dapat bertlndak secara
transparan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengunaan anggaran
pembelian alutsista. menglngat anggaran untuk pembelian alutsista Hdaklah
sedikit

4. Pemerlntah berencana memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) 100% dimnggung pemerlntah (DTP) di tengah polemlk
rencana penetapan pajak pertambahan lUiai (PPN) pada sembako. jasa
pendldikan. dan biaya persallnan, DPRperlu:
a. Meminta Pemerintah menjelaskan kepada publlk teiicait rencana kebijakan

insentif PPnBM tersebut, menglngat rencana tersebut dinUai kontra dengan
rencana pengenaan tarif PPN pada sembako yang bertujuan mendongkrak
penerimaan negara, namun di sisi lain akan memberatkan masyarakat.
terutama kaiangan berpendapatan rendah;
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b. Meminta PemerintHh znelakukan evaluasi dan men^caji kembali dampak

peneiHpan insentif PPnBM pada perekonomlan dan melakukan
perbandingan dengan rencana pengenaan tarlf PPN pada sembako, guna
dapat mengambll keputusan yang memillkl dampak leblh besar pada
periconomian Indonesia, kbususnya kesejabteraan rakyat keciL

5. Pemerlntab Arab Saudi resmi mengumumkan bahwa pelaksanaan haJi tahtm
2021 dibatasi sebanyak 60 rlbu jemaab yang merupakaan Jemaab domestik balk
penduduk Arab Saudi maupun ekspatrlat DPR perlu:

a. Men^argai sikap Pemerlntab Arab Saudi yang tetap menyelenggarakan
ibadah haJi secara terbataa karena mengutamakan kesebatan umat musllm,

sebab hinggakinipandemi Covid-19 belum berakbir;
b. Menyampaikan bahwa adanya kejelasan mengenai penyelenggaraan Ibadah

haji dari Pemerintah Arab Saudi Inl juga dapat mei^awab rasa penasaran
masyarakat mengenai kepastlan pelaksanaan hajl meskipuo sebelumnya
Pemerintah telah menjelaskan alasan tidak memberangkatkan Jemaab
Indonesia pada tahun tni;

c. Mengajak seluruh umat muslin Indonesia khususnya calon Jemaah haji agar
ikhlas dan bersabar atas keputusan inl, dan meminta seluruh umat muslim

Indonesia untuk bersama-sama berdoa dan berusaha agar pandemi di
Indonesia serta di seluruh dunia yang terdampak dapat segera usal, sehingga
tabun depan umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia dapat berangkat ke
Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah h^ji;

d. Menyampaikan bahwaDPR dan pemerintahkhususnya Rementerlan Agama
(Kemeoag) akan terns berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam

mempersiapkan pemberangkatan haji selanjutnya, dan DPR akan mendorong
Kemeoag untuk berupaya mengurangi Jumlah antrian haji yang semakin
banyak sebagai dampak penundaan pemberangkatan sebanyak diu kali,
dengan mendorong negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab
Saudi untuk menambah kuota jemaah haji Indonesia di tahun selanjutnya.

6. Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk memberantas
dan menindak setiap aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang
meresahkan masyarakat, sebagaimana instniksi yang dlsampaikan oleb Presiden
Joke Widodo, dan bericaitan dengan baf tersebut, saat bii tercatat lebih dari 100
orang yang telah ditangkap oleb aparat di berbagai wUayah di Indonesia, DPR
Perlu:

a. Mengapresiasl kinerja Kepolisian atas upaya pemberantasan aksl
premanisme dan praktik pungutan liar yang terjadi di berfoagai daerab dl
Indonesia serta menglngatkan agar upaya Ini tldak hanya dUakukan
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gementara atau kareoa adauys tnstniksi dart Presiden saja, namim dapat
betjalan berkelanjutan sehingga Udak ada lagi praktek premanisme dan
piingli di seluruhdaerahdl indooesia;
Mendorong Kepoliaian untuk aegera melakukan penyelidlkan secara
menyelunib sehingga masalwh premanisme dan pungutan liar dapat
diberantas hlngga ke akamya;
Mendorong aparat penegak hukum segera menindak tegas seluruh pelaku
yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku;
Mendorong Kementerlan Soslal (Kemensos) untuk membuat program
pemulihan terhadap pelaku premanisme dan praktik pungli guna mendapat
kesempatan untuk mencaii pengbasiian dengan cara yang halal;
Mendorong masyarakat untuk beranl melaporkan kepada aparat keamanan
apabUa melihat ataumen^dlkorban daripraktik premanisme danpungli
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RBkomdndasl Isu Aktaal

ISJunl 2021

1. Kenaikan signifikan jumlah kasus Covid-19 hailan selama beberapa
waktu terakhir pasca Ubur lebaran berdampak pada semakin
terbatasnya jumlah ketersediaan tempat tidur untuk merawat
pasien Covid-19 di rumah sakit, DPRperlu:
a. Mendorong Kementerian Xesehatan (Kemenkes), Satuan Tugas

(Satgas) Penanganan Covid-19, dan Pemerintah Daerah
(Pemda) mencari solusi dan strategi untuk memenuhi
kekurangan tempat tidur, mengingat masyarakat saat ini mulai
kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit karena
banyak yang sudah penuh;

b. Mendorong Kemenkes, Satgas Penanganan Covid-19, dan
Pemda untuk memperbanyak rumah sakit yang dapat
melakukan perawatan Covid-19, sehingga masyarakat yang
terlnfeksi dengan gejala berat dapat segera mendapatkan
perawatan intensif

c. Mendorong Kemenkes, Satgas Penanganan Covid-194 dan
Pemda untuk meningkatkan testing serta tracing khususnya di
daerah yang merupakan zona merah Covld-19, serta melakukan
pengetatan karantina wilayah di daerah tersebut guna
meminimalisir potensi penyebaran kasus semakin meluas;

d. Mendorong pemeiintah pusat, Satgas Penanganan Covid-19 dan
Pemda menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan
kegiatan masyarakat, mengingat jika tidak ada langkah tegas
pemerintah dikhawatirkan Covid-19 semakin sulit terkendali
dan akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi yang saat
tni mulai beijalan;

e. Mendukung langkah Presiden yang menargetkan 100 ribu
vaksinasi per hari, diharapkan target ini benar-benar dapat
direalisasikan oleh Pemda agar kekebalan komunal segera
tercapai. Namun dalam mendukung langkah tersebut,
pemerintah pusat diharapkan terus berupaya mendatangkan
vaksin Covid-19 sehingga proses vaksinasi tidak terhambat
akibat keterbatasan vaksin.
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2. Pemerintah berencana imtuk membuka kembali pariwisata Bali,
Batam, dan Bintan untuk wisatawan mancanegara (wisman)
dengan skema travel corridor arrangement (TCA) dengan lyi coba
pada Juli 2021. Dengan syarat wisman yang datang hams sudah
menjalani vaksinasi Covid-19 dan bersedia di karantina selama lima
hari, DPRperlu:

a. Meminta Kementeiian Pariwisata dan Ekonomi Kretif

(Kemenparekraf) berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk
mempersiapkan kebyakan pembukaan wisman secara matang
dan mengutamakan prinslp kehati-hatian, dengan tetap
memperhatikan kondisi penyebaran kasus Covid-19 khususnya
di daerah yang menjadl destinasi wisata, untuk mencegah
kebijakan ini menjadi bumerang bagi daerah dalam menangani
pandemi;

b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan
tidcik hanya pelaku wisata, tetapi juga masyarakat yang tinggal
di daerah destinasi wisata telah divaksin 100 persen, sebagai
upaya mellndungl masyarakat terinfeksi Covid-19 dari virus
yang dibawa oleh wisman;

c. Mendorong pemerintah untuk menyeleksi secara ketat liegara-
negara yang diberikan akses untuk datang berwisata ke
Indonesia, dengan memperhatikan kondisi pengendalian kasus
di negara tersebut

d. Mendorong Kemenparekraf, Kemenkes, dan Pemda untuk
menyiapkan skema dan sarana prasarana karantina kesehatan
bagi para wisman, agar ketentuannya jelas dan sistematis serta
menutup celah bagi oknum untuk memanfaatkan kondisi
tersebut guna mendapatkan keuntungan dengan meloloskan
vdsman dari karantina kesehatan;

e. Mendorong Kemenparekraf dan Pemda untuk menyiapkan
sarana dan prasarana pendukung protokol Covid-19 di tempat
wisata seperti tempat mencuci tangan, alat pengecekan suhu,
serta stiker dan poster yang menyerokan wisawatan untuk
mei\jaga jarak, guna mendukung penerapan protokol Covid-19
di tempat wisata.
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3. Varian bam vims SARS-CoV-2 yang lebih ganas dan cepat menular
atau disebut Delta, menyebar di sejumlah daerah. Berdasaiican
pemyataan Menteri Kesehatan Budl Gunadi Sadikin, varian Delta
ditemukan pada spesimen pasien Covid-19 di Kudus (Jawa Tengah),
DKI Jakarta, dan Bangkalan (Madura, Jawa Timur) dan menumt
data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sepekan terakhir jumlah
kasus terkonfirmasi positif bertambah 38,31 persen, tren
perawatan di niang isolasi bertambah 27.43 persen dan pasien
yang roemerlukan perawatan insentif bertambah 18,09 persen,
DPR perlu:

a. Mendorong Kemenkes untuk mempercepat vaksinasi Covld-
19 guna mencegah varian baru yang lebih ganas dan cepat
menular serta mendukung program Presiden Joko Widodo
yang menargetkan 100 vaksinasi perhari;

( b. Mendorong pemerintah pusat berkoordinasi d^gan
I ^ î pemeiintah daerah (pemda) serta Saigas Penanganan Covid-

/ \ \ ' - 19 untuk mengambil langkah luar biasa, dengan mengk^i
V^ kembali Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
/\ \'^ (PPKM) Mikro yang selama ini dilakukan, guna meredam

^ ' angka penularan kasus Covid-19 yang melonjak saat ini dan
juga mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan karena
keterisian tempat tidur atau bed accupancy rate melampaui
batas;

c. Mendorong pemda untuk transparan dan j^)u^ tentang
kondisi kesehatan di wilayahnya agar pemerintah pusat
bersama Satgas Penanganan Covid-19 dapat memetakan
daerah-daerab yang membutuhkan perhatian khusus dan
serius serta hams segera diambil langkab-langkah khusus
dalam penanganan Covid-19;

d. Mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan
protokol kesehatan secara ketat dan menghindari tempat-
tempat kemmunan guna mencegah bertambahnya kasus
Covid-19.
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Rekomendasl IsuAktual
I6JU11I2021

1. Pemerintah menyatakan tetah merampiingkan draf Surat
Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elefctronik
(UU ITE). SKB pedoman implementasi UU ITE tersebut akan
ditandatangani pada Rabu (16/6), oleh Menteri Koordinator bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Nantinya, SKB pedoman implementasi UU ITE tidak berbentuk
dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman bagi
aparat penegak hukum imtuk menangani kasus-kasus UU ITE, DPR
perlu:
a. Mendorong kepada pemerintah segera menyosialisasikan SKB

pedoman implementasi UU ITE yang telah ditandatangani
kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, agar dapat
mengetahui dan memahami isi-isi pedoman yang terkandung

, dalam SKB UU ITE. dan dapat digunakan oleh aparat penegak
^ hukum sebagai dasar penindakan;
b. Mengimbau kepada aparat penegak hukum agar dalam
\ memproses penegakan dan penindakan hukum terkait kasus
^ ITE hams mengacu pada SKB pedoman implementasi UU ITE;
c. Meminta kepada pemerintah agar tidak melupakan revisi UU

TTE yang merupakan inisiatif dari pemerintah, karena revisi UU
ITE bertujuan untuk menghapus pasal karet atau pasal yang
dinilai multitafsir dan untuk mengakhiri polemik UU
No.19/2016 tentang UU ITE di masyarakat;

d. Mendorong kepada pemerintah agar revisi UU ITE dilakukan
secara komprehensif. mengingat sebelumnya pemerintah

"x berencana hanya merevisi empat pasal, yakni Pasal 27, Pasal
28, Pasal 29, Pasal 36, serta penambahan Pasal 45 g;

^ e. Menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah akan membuka
^ seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan

aspirasi ataupun masukan terkait revisi UU ITE, sehingga
diharapkan UU ITE yang dihasilkan mampu memenuhi harapan
masyarakat.
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2. Pemerintah telah menyelesaikan tahapan sosialisasi Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di 12 kota besar di
Indonesia. Draf Usulan RKUHP akan diajukan oleh Pemerintah ke
Badan Legislasi DPR untuk dimasukkan ke dalam Program
Legislasi Nasional Prioritas 2021, DPR perlu:
a. Mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) segera meyerahkan draf usulan RKUHP ke
DPR untuk kemudian dibawa ke tahapan selaryutnya sesuai
dengan mekanisme yang berlaku di DPR;

b. Mendorong Kemenkumham untuk mempertimbangkan
masukkan masyarakat yang diperoleh selama sosialisasi RKUHP
dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;

c. Menyampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah berkomitmen
untuk transparan dalam melakukan pembahasan, dan membuka
ruang terhadap aspirasi dan masyarakat sehingga Undang-
Undang yang riihasiiican sesuai dengan kebutuhan hukum
Indonesia;

d. Menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah berkomitmen
untuk selalu mengedepankan asas-asas hukum pidana dan
prinsip kehati-hatian dalam membahas RKUHP khususnya pada
pasal-pasal yang menuai kontroversi.

e. Menyampaikan bahwa DPR berkomitmen vmtuk mengupayakan
penyelesaian pembahasan RKUHP, diharapkan KUHP baru
dapat menjadi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan
huloun masyarakat Indonesia menggantikan KUHP produk
kolonial.

3. Lonjakan kasus Covid-19 saat ini yang teijadi di Indonesia,
diperkirakan berpotenai menghambat target pertumbuhan ekonomi
pada kuartal II 2021, DPR perlu:
a. Mendorong Pemerintah terus mengoptimcdkan pergerakan

ekonomi agar tetap beijalan, dengan merealisasikan program
pemulihan ekonomi nasional sesuai rencana, sehingga target
pertumbuhan ekonomi. khususnya di kuartal II 2021 dapat
tercapai;

b. Mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan
terburuk, yaitu anjloknya perekonomian, keUka pemerintah
kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

136



BIRO PEMBERTTAAN PARLEMEN

untuk menekan laju penyebaran Covid-19, seperti dengan
memperpaiyang program bantuan sosial dan bantuan produktif
untuk usaha mikro. serta menggenjot pengembangan ekonomi
digital, sehingga aktivitas ekonomi tetapbeijalan;

c. Mendorong Pemerintah tetap memfokuskan anggaran untuk
penanganan Covid-19 danpemulihan ekonomi;

d. Mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan taktis
guna menghadapi lonjakan kasus Covid-19;

e. Meminta Kemendikbud mempertimbangkan kembali untuk
menunda pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM)
hingga situasi Covid-19 benar-benar aman dan terkendali;

f. Mendorong Pemerintah memastikan persediaan dan keamanan
vaksin Covid-19, serta melakukan percepatan proses vaksinasi,
sehingga tercipta kekebalan komunal, guna menunjang aktivitas
ekonomi masyarakat;

g. Mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan
bersedia untuk menerima vaksin Covid-19.

4. Satuan tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa ada
kemungkinan untuk melakukan vaksinasi ulang kepada seseorang
yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh namun tetap masih
terpapar virus Corona, seperti kasus banyaknya tenaga kesehatan
yang terinfeksi Covid-19 meskipun sudah divaksinasi dua kali, DPR
perlu:
a. Meminta penjelasan pemerintah terkait datajumlah orang yang

sudah mendapatkan vaksin lengkap namun masih terpapar
Covid-19, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah
mengenai efekUvitas vaksin dalam mencegah penyebaran
Covid-19;

b. Mempertanyakan efikasi vaksin yang diberikan kepada
masyarakat Indonesia saat inl, apakah banyaknya nakes yang
terpapar Covid-19 meskipun telah mendapatkan vaksin penuh
dikarenakan lemahnya efikasi vaksin yang diberikan atau
karena lambatnya realisasi vaksinasi, sehingga orang yang
sudah divaksinasi juga masih tetap belum mampu melawan vins
Corona;

c. Mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan kriteria
ketahanantubuh seseorang yang harus divaksinasi ulang, sebab
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hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat bahwa tidak s^ua
orang yang divaksinasi memilik! daya tahan tubuh yang kuat
untuk terhindar dari paparan virus Corona;

d. Mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan vaksinasi
ulang dengan ketersediaan vaksin, agar hal ini tidak menjadi
hambatan terhadap target program vaksinasi bagi 181,5 Juta
penduduk, sehingga kekebalan komunal tercapai.
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Rdkomendasl Isu Alctual

17Jimi2021

1. Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawai mengungkap ditemukannya
buku catatan yang didapat usai menangkap pemasok senjata
kelompok krimlnal bersenjata (KKB) Neson Murib. Catalan
tersebut berisi adanya bantuan uang tunai dari Pemerintab
Kabupaten Puncak sebesar Rp600 juta serta bantuan dana lainnya
dari Ketua DPRD Kabupaten Tollkara untuk KKB Papua pimpinan
Lekagak Telenggen, DPR perlu:
a. Mengapresiasi Satgas Nemangkawai yang berhasil menangkap

pemasok senjata untuk KKB, dan meminta Satgas Nemangkawai
untuk terus menyelidiki dan menangkap pibak-pihak yang
menyuplai senjata untuk KKB, sebagai upaya untuk mencegah
aksi teror bersenjata kembali teijadi di Papua;

b. Mendorong Satgas Nemangkawai untuk memastikan kebenaran
informasl yang berada di buku catatan tersebut, serta
mengungkap motif dan menyelidiki lebih jauh peran dan
keterlibatan pihak-pihak yang ikut memberikan bantuan dana
kepada KKB yang dimanfaatkan untuk mempersenjatai KKB
dalam melakukan aksl kekerasan;

c. Mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas petaku
pemasok, dan menyelidiki serta memanggil pihak pemberi dana
bila memang terbukti adanya peran pemerintab daerah (Pemda)
dan pejabat daerah setempat untuk menyokong dana KKB
dalam melakukan aksi pemberontakan terbadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRl);

d. Mengusulkan kepada pemerintab mempertimbangkan untuk
menunda penambahan dana otonomi kbusus (otsus) Papua jika
temyata dari basil penyelidikan, pemerintab daerah setempat
mendukung kegiatan KKB berupa bantuan dana.

2. Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
menyatakan bahwa di tengah bonus demografl, 85% generasi
milenial Indonesia rentan terpapar radikalisme melalui platform
media sosial, DPR perlu:
a. Mendorong Kementerian Komunikasi dan InformaUkan

(Kominfo) dan Polisi Siber meningkatkan pengawasan terbadap
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situs-situs media sosial yang menyebarkan paham radikalisme
dan segera melakukan pemblokiraii sehlngga paham
radikalisme tidak terus menyebar;

b. Mendorong BNPT melakukan langkah antisipasi dari dampak
terpapamya paham radikalisme, tenitama pada generasi muda,
yaitu munculnya aksi terorisme karena dapat mengancam
keamanan negara;

c. Meminta ulama dan para tokoh agama untuk menanamkan
bahwa paham radikcillsme bukanlah ajaran agama karena pada
agama apapun mengajarkan kasih sayang dan kebersamaan;

d. Mendorong Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan
teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta piheik sekolah dan
universitas untuk ikut berperan aktif mengawasi kegiatan siswa
dan mahasiswa di sekolah, tenitama yang terindikasi berafiliasi
dengan paham radikalisme;

e. Mengimbau seluruh keluarga. khususnya orang tua ikut
berperan mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial
dalam upaya mencegah terpapamya paham radikalisme
maupun aksi terorisme.

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menyampaikan bahwa kebijakan
pembelajaran tatap muka (FTM) di bulan Juli 2021 masih berlaku,
namun PTM dapat dihentikan jlka diterapkan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di kelurahan/desa
tersebut, DPR perlu:
a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

kewaspadaan dan selalu tanggap terhadap penanganan kasus
Covid-19 di daerahnya. Sebab seluruh keputusan pelaksanaan
PTM bergantung pada kesigapan Pemda dalam memutuskan
penerapan PPKM mikro di wilayah tinggi penyebaran kasus
Covid-19;

b. Meminta Pemda melalui Dinas Pendidikan untuk aktif

menyampaikan informasi terkait pembukaan dan penutupan
sekolah terhadap satuan pendidikan, agar jangan sampai masih
ada satuan pendidikan yang tetap melaksanakan PTM terbatas
saat daerah tersebut menerapkan pembatasan kegiatan
masyarakat;
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c. Meminta Kemendikbudristek dan Femda melalui Dinas

Pendidikan iintuk memastikan kesiapan satuan pendidikan
untuk menyelenggarakan PTM terbatas dan sigap menerapkan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika PPKM di daerah tersebut
diterapkan;

d. MendoFong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara
berkala mengenai pelaksanaan PTM, dan menyesuaikan aturan
yang ada dengan kondisi penanganan Covld-19 demi meiyaga
keselamatan para murid. . '
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

KARTU BIMBINGAN AKTUAUSASI MENTOR

Mama : Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P

NIP : 199302092020122001

UnitKerja ; Sub Bagian Analisis Media

Jabafan : Analis Konten Media Sosial

Isu Gagasan : Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Kegiatan 1 : Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan
rekomendasi isu akbial kepada Kepala Bagian Medtaksos,
Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analis
Media.

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor Paraf

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterfiadap
pemecahan isu;

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;

Penguatan Nilai Organisasi.

Usulan agar judul direvisi agar
ebih detail, menjadi "Pedoman
=>emilihan Isu Untuk

RekomendasI Isu Aktual'
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Kegiatan 2 : Membuat draft pedoman penyu&unan rekomendasi Isuaktual.

Penyelesaian Kegiatan
Catatan Mentor Paraf

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecatian Isu;
Keterkaitan Substansi Mata pelatthan;
Kontrlbusi Terhadap VisI- MIsi
Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

OK

Kegiatan 3 : Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan
Kasubbag Analisis IMedia dan rekan keria Analis Media yang
lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Penyeiesalan Kegiatan

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;
Keterkaitan Substar\si Mata petatihan;
Konlribusl Terhadap VIsI- MisI
Organisast;
Penguatan NIlai Organisa^.

Catatan Mentor

Pedoman agar dapat
mencakup keseluruhan
penyusunan rekomendasi
isu aktual, sehlngga judul
menjadi "Pedoman
Penyusunan Rekomendasi
Isu Aktuaf;
Perlu dilengkapl dengan
pendaliuiuan, pengertian
rekomendasi, pengertian
isu aktual, manfaat. dan
tujuan rekomendasi, teknik
dan strategi penentuan isu.
dan teknik dan strategi
penyusunan rekomendasi
Isu aktual.
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Kegiatan 4 Revisi Draft Pedoman sesual hasll diskus) bersama
Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan
pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media

Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf

Mentor

Tahepan kegiatan;
Oiflput kegiatanterhadap

pemecaha isu;

Keterkaitan SubstansI Mata pelatihan:

Kontribusi Terhadap Viai- Misi
Organisasi;

Penguatan NIlai Organisasi;

Poin-poin penentuan isu agat
dapat menyesuaikan dengan
nilai-nilai berita.

an

Kegiatan 5 : Menyusun Draft Pedoman Penyusunan RekomendasI Isu
Aktual menjadi Soofc/ef Pedoman

Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan Isu;

Keterkaitan SubstansI Mala p&latihan;

Kontribusi Terhadap Visi- Misi

Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

Perlu penambahan SuthBab
Langkah-Langkah Penyusunan
Rekomendasi isu Aktual dan

diberikan kalimat penutup
serta tanda tangan Kepala
Bagian Media Cetak dan Media
Bosial.
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Kegiatan 8 : Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu
Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja

Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanteitiadap
pemecahan isu;
Keterkaitan Substansi Mata peiaiihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

(t;

Kegiatan 7 : Uji coba atau implementasi pedoman

Penyeiesaian Kegiatan Catalan Mentor Par^f

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanteitiadap

pemecahan isu;

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

Sudah dapat diikuti oleh
seluruh analis media.

Kegiatan 8 : Monitoring dan EvaluasI

Penyeiesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf

Mentor

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

(iv-^
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama

NIP

UnitKetja
Jabatan

Isu Gagasan ; Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktuai

Kegiatan 1

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

; Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P.

: 199302092020122001

: Sub BagianAnalisis Media
: Analis Konten Media Sosial

: Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan
rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos,
Kepata Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analis
Media.

Penyelesaian Kegiatan Catalan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;
Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organtsasi;
Penguaian Nilai Organisasi.

Kegiatan 2 : Membuat dr^fl pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;
Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
KontribLisi Terhadap Visi- Mrsi
Organisasi;
Penguatan NHai Organisasi.

r
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Kegiatan 3 : Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan
Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analls Media yang
lain un^k mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Penyelesalan Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;

Output kegiatanteitiadap
pemecahan Isu;

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;

Penguatan Nilai Organisasi.

Kegiatan 4 : Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama
Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna momastikan
pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media

Penyelesalan Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;

Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Viei- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilai Organisasi.

t
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Kegiatan S : Menyusun Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu
AMual menjadi Booklet Pedoman

Penyelesalan Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;

Output kegiatantertiadap
pemecahan isu;
KeteHoHan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;

Penguatan Nilai Organisasi.

t-

Kegiatan 6 : Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu
Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja

Penyelesalan Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Output l(egiatanterhadap
pemecahan isu;
Keterkailan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi:
Penguatan Nilai Organisasi.

h
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Kegiatan 7 : UJicoba atau Implementasi pedoman

Penyelesalan Kegiatan Catatan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Ou^ut kegiatanterhadap
pemecahan isu;
Keterkaitan SubstsnsI Mata peiatihan;
Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilal Organisasi.

Kegiatan 8 : Monitoring dan Evaluasi

Penyelesalan Kegiatan Catalan Coach Paraf

Coach

Tahapan kegiatan;
Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;

Keterl<aitan Substansi Mata pelatihan;
Kontribusi Tertiadap Visi- Misi
Organisasi;
Penguatan Nilal Organisasi.

Ir
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Lampiran Tambahan (2)

Dokumentasi Sesi Coaching

Gambar 1 Lampiran Sesi Coaching 18 Mei 2021

Gambar 2 Lampiran Sesi Coaching 22 Juni 2021
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